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PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 117 TAHUN 2019

K TENTANG -
" PEDOMAN OPERASIONAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA

" DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- . BUPATL KARANGANYAR, |

- __Memmbang bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Peraturan Daerah-

Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2015 tentang"'_'iv

o Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha sebagalmana telah' |

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

rf_Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan .

" Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2015 tentang

' }Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha perlu membentuk

" Peraturan Bupatl tentang Pedoman Operasmnal Perusahaan'
a Umum Daerah Aneka Usaha | ' B

L Mcngingat 1 Undang Undang Nomor ' 13. Tahun' 1950 tentang- '

B | o Pembentukan Daerah daérah j' Kabupaten Dalam

Llngkungan Pr0V1n51 J awa Tengah

-2, Undang-Undang vNomor 23 - Tahun 2014“ tehtaﬁg :
:Pemenntahan " Daerah (Lembaran Negara B ’Republik :
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan'LembaranA
Negara Repubhk Indoncsm Nornor 5587), sebagaimana
>~telah dlubah beberapa kali terakhlr dengan Undang-
}~‘Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

E jUndang-Undang _Nomor_23 Tahun 2014 tentang

" Pemerintahan * Daerah (I;embaran Negara Repubhk."
Indonesm Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran'

: Ncgara Repubhk Indonema Nomor 5679)



= :'_F.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar ‘Nomor 16 R

T v_"ijabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2015 tentang

~ Menetapkan :

Peraturan Pemerl tah Nomor 54 Tahun 2017 tentang e S

Badan Usaha M1hk Daerah (Lembaran Negara Repubhk

?.=}Indones1a Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran"

‘Negara Repubhk Indonesm Nomor 6173), .

) ,'Peraturan Pemermtah Nomor 12 Tahun 2019 tentang’
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk e
3 : .'Indones1a Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara ’

Repubhk Indones1a Nomor 6322) ‘ o o
’_:’Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 37 Tahun 2018: : N
tentang Pengangkatan dan Pemberhentlan Anggota Dewan‘» o
| ".’Pengawas atau Anggota Komlsans dan Anggota D1reksx
v_'?".;-vBadan Usaha Mxhk Daerah (Berlta Negara Repubhk
o -_Indonesaa Tahun 2018 Nomor 700 ) |
Peraturan Daerah Kabupaten Karémganyar Nomor 27
'-vTahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab‘ o

Sosaal Perusahaan (Lembaran ‘ Daerah Kabupaten
: :ffﬁ _.;Karanganyar Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lernbaran.,“," -
B Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 53) ' v |
.'"v.;Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun -
2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha o
. (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 -
" Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten -

Karanganyar Nomor34) sebagalmana telah dlubah dengan .
" ’I‘ahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah“_ c

: ,’Perusahaan Urnum Daerah Aneka Usaha (Lembaran"lv_
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 16, -
o :_].Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyarvf
el Nomor 1 10) ' e Y

. MEMUTUé'KAN'.= S

PERATURAN BUPATI 'I‘ENTANG PEDOMAN OPERASIONAL

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA



BABI =
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

'Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1, Daefah adalah Kabupaten Karanganyar.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemenntah Kabupaten
Karanganyar '
. Bupati adalah Bupatx Karanganyar

.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya

dlsmgkat DPRD adalah Dewan Perwakllan Rakyat Daerah
Kabupaten Karanganyar

.Badan Usaha Mlhk Daerah yang selanjutnya disingkat

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

besar modaInya dimiliki Daerah.

;Perusahaap Umum Daerah Aneka Usaha yang

selanjutnya disebut PUD Aneka Usaha adalah BUMD

‘yang seluruh modalriya dimiliki Pemerinﬁah Daerah yang

dibentuk vberdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

o Karanganyar Nomor 9 'I‘ahun 2015 tentang PUD Aneka

Usaha

.Kepala Daerah yang Mewakili Pemermtah Daerah dalam

Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada

" PUD Aneka Usaha yang selanjutnyé disihgkat KPM

adalah organ PUD Aneka ‘U'saha yang memegang
kekuasaan tertinggi dalam PUD Aneka Usaha dah
memegang segala kewenangan yang tidak dlserahkan

kepada Dlrek31 atau Dewan Pengawas.

. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas

. Direksi adalah organ PUD Aneka Usaha yang

bertanggung jawab atas pengurusah PUD Aneka Usaha

- untuk kepentingan dan tujuan PUD Aneka Usaha serta

mewakili PUD Ancka Usaha baik di dalam maupun di

- luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



i 14
- 15

.'Dewan Pengawas adalah organ PUD Aneka Usaha yangs
m.i“bertugas rnelakukan " pengawasan ‘dan memberlkan _
nasehat kepada D1reks1 dalam menjalankan keglatani o

, _i : pengurusan PUD Aneka Usaha |

Pe_labat Eksekutlf adalah pejabat yang bertanggung _]awab”» |
| langsung kepada Dll‘CkSl atau pejabat yang rnempunya1
c _:‘»v"pengaruh terhadap kebgakan operasmnal perusahaan
] Kerjasama adalah suatu rangkalan keglatan yang terjadl j T
o karena Ikatan formal antara PUD Aneka Usaha dan thak | o
N Ketlga untuk bersama-sama melakukan suatu kcglatan.’ a
| }usaha guna mencapa1 suatu tujuan tertentu yang salmg o
o ~menguntungkan o }’ | ‘_ o
V.Plhak Ketlga adalah Instan31 Lembaga Badan Hukum,
' dan Perorangan di. Iuar Perusahaan Umum Daerah
o :‘antara laln Pemenntah Pemermtah Negara Asmg, Badan ‘
vngsaha Mlhk Negara Kopera31 Swasta Nasmnal dan“v
Swasta Asmg, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar .

N Negen dan /atau Perusahaan Daerah lamnya

Pegawal adalah Pegawal PUD Aneka Usaha

.-Anggaran Pendapatan . dan Belanja Daerah yang:»'

K fselan‘)utnya d1smgkat ‘APBD adalah rencana keuangan'.

o tahunan Daerah yang dltetapkan dengan Perda

o f,telah dltetapkan oleh pemegang saharn

S dan anak

" ';f“j2:1’;

Modal DlSCtOI‘ adalah kewajlban penyertaan modal yang - s

Peraturan Perusahaan adalah Peraturan PUD Anekal e
. _'.,,Usaha Kabupaten Karanganyar o |
Dana Representauf adalah Dana anggaran pemsahaan'» g
.::yang dlsedlakan dalam :-i;, rangka | kelancaran o

vpengembangan usaha

Ga_u pokok adalah gajl pokok yang dltentukan dalamﬂ

. :;’_daftar skala ga_)x pegawal PUD Aneka Usaha | o

Gajx adalah gap pokok dxtambah tunjangan 1str1/ suarm :

Penghasﬂan adalah ga_u dltambah dengan tunJangan'v ’

o ,llalnnya yang sah



o

peny131han saldo laba atau dar1 laba ber51h yang_:.‘f

Cadangan Umum adalah cadangan yang dlbentuk darl.v' “

: ypenggunaannya sesua1 dengan ' Anggaran’ .

o Dasar/Anggaran Rumah Tangga

Cadangan 'I‘uJuan adalah cadangan yang. dlbentuk darl’

o laba’ ber31h yang d13151hkan untuk tujuan tertentu

24,

Daftar Perulaxan Kerja adalah daftar pemialan prestasx

o " kerja yang dltetapkan oleh Dlrek31 o

25.Tanggung Jawab 8051a1 Perusahaan yang seIan_]utnya :

dlsmgkat TJSP adalah tanggung Jawab yang melekat’»

pada setlap perusahaan “untuk tetap menc1ptakan L T

hubungan yang sera31 smmbang, dan sesuai dengan

hngkungan n11a1, norrna, dan budaya masyarakat

o seternpat

BAB II

MODAL

Pasal 2
Sumber modal BUMD tcrd1r1 atas

- a. penyertaan modal Daerah

o :b;ftpm_]aman,

¢ hibahjdan
S od. ‘:'sumber modal lamnya RE

o, @

Penyertaan modal Daerah sebagalmana dlmaksud pada.

'f‘ayat (1) huruf a dapat bersumber dan
a.- APBD dan/atau S |

b, konver81 dari plnjaman

ijaman sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b o

B dapat bersumber dan

- as vDaerah

) b »BUMD lamnya, dan/ atau

' Z--é.-qsumber lamnya sesual dengan ketentuan peraturan o

izperundang-undangan




(4)

®)

o

Hibah sebagaxmana dimaksud pada ayat (1) huruf c
‘dapat bersumber darx

Pemermtah Pusat

a
| b. Daerah

BUMD lainnya; dan / atau

.

sumber lalnnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Penyertaan modal Daerah berupa penambahan modal

‘disetor sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar

dxanggarkan dalam APBD yang selanjutnya dltetapkan

. dengan Keputusan Bupau

(6) !

Pencatatan ‘dan penatausahaan penambahan modal

disetor sebagalmana " dimaksud pada‘ ayat  (5)

| _dilaksanakan secara tertib disertai. bukti setor dan-

‘notulen rapat 'sqsuai dengan ketentuan peraturan

~ perundang-undangan.

(1)

@

BAB III |
" ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu v
Organisasi PUD Aneka Usaha

‘Paragraf 1

Umum

| Pasal 3 ,
Pengurusan PUD Aneka Usaha dilakukan oleh organ

terdiri atas KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi.

Setiap' orang dalam pengurusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilarang ‘memiliki hubungan keluarga

 sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke -

bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang

~ timbul karena perkawinan.

(3)

Dalam rangka kepengurusan PUD Aneka Usaha dibentuk

- Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang ditetapkan oleh

Direksi‘dengan persetujuan Dewan Pengawas. .



(4) Struktur Orgamsasx dan ’I‘ata KerJa | sebagalmana.‘ R

._dlmaksud pada ayat (3) sekurang—sekurangnya memuat o

o ".’urut ker}a yang menangam :

L ’a perencanaan program, operas10nal pengembangan dan" S

pemasaran ‘ usaha ' _serta pemanfaatan »vTeknologl

InformaSI

b ketatausahaein‘":: perusahaan pengadaan dan

penatausahaan barang/ Jasa pengembangan sumber -

daya manu31a dan kehumasan

o ;‘_’.vc keuangan akuntan31 dan pelaporan

| Pasal 4

Struktur orgamsaSI PUD Aneka Usaha terdlrl darll o

, 'a KPM

b Dewan Pengawas  _ e

(2) Pejabat Eksekutlp sebagalrnana dlmaksud pada ayat (1) o

L C Dll’CkSl dan
o ._;d Pc_]abat Eksekutlp

o }huruf d terdm darl

‘: E ’»_a Satuan Pengawas Intern

'b Kepala Bldang Umum dan Kepegawalan,

e ”i':_ c Kepala Bxdang Keuangan dan Perencanaan dan |

L ",'d Kepala Bldang Operasmnal
]

. sebagalmana d1maksud pada ayat (1) sebagaxmana

Bagan Struktur Organisasi PUD Ancka Usaha

{ -tercantum dalam Lamplran Peraturan Bupati ini.

@

o sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) dlsesuaxkan dengan .

Pengcmbangan Struktur Orgamsa31 ‘dan  Tata "Ke‘vrja, -

kondxsx dan kebutuhan pemsahaan berdasarkan has1l o
. kajlan/anahsm DerkSI dan vpcrsetl,uuan Dewan;

"’v_',_,.'v'_Pengawas S

o Pasal 5 . Sl

‘ ':erdudukan, tugas fung31, Wewenang dan tanggung Jawab S

B pejabat cksekutlp Sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat' |
(2) dltetapkan oleh Dlrek31 dengan persetUJuan ‘Dewan

Pengawas " S



‘Paragraf 2

Pasal 6

(1) KPM Dewan Pengawas dan D1reks1 melakukan rapat"‘ o
dalam pengembangan usaha PUD Aneka Usaha o

(2) Rapat sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) terdm atas

a, raPattahunan» e AR

b rapat persetu_]uan e Réhcana‘ :':"Kerja:"_. | Anggarah ST

- Perusahaan Umurn Daerah dan A

o c rapat Iuar b1asa N

(3) KPM t1dak bertanggung Jawab atas keruglan PUD Aneka .

o Usaha apablla dapat membuktlkan ' . '_ |

a t1dak mernpunyau kepentmgan pr1bad1 balk langsung v o

| RO maupun tldak langsung, S '

” ,:::,":_'b‘.’“"“tldak terllbat dalam perbuatan me]awan hukum yang ;.

d11akukan oleh Perusahaan Umum Daerah dan / atau ”

»»"_iq;,ﬁftldak terllbat balk secara langsung maupun txdaklbj o

-"-’vtlangsung menggunakan kekayaan PUD Aneka Usaha

T secara melawan hukum

Paragraf 3

Dewan Pengawas

v v Pasal 7 |

(1) Bupau menugaskan Perangkat Daerah Yang mCmb1 dang1 . L
) pembmaan BUMD untuk melaporkan rencana penglslan"
kekosongan Jabatan anggota Dewan Pengawas yang rnasa"_ - E -

Jabatannya akan berakh1r

(2) Peng151an kekosongan Jabatan anggota Dewan Pengawasv_, R

g»} yang masa _]abatannya berakhlr sebagalmana dlmaksud'_v

g v_v pada ayat (1) dxlakukan pahng lambat 6. (enam) pulan

'sebelum masa Jabatan ' anggota Dewan Pengawasf'
berakmr | o PR




Pasal 8

(1) Anggota Dewan Pengawas dlangkat oleh KPM

(2) Untuk dapat dlangkat sebagau anggota Dewan Pengawas R

.,yang bersangkutan harus memenum Syarat Sebagal.‘ U

o K berlkut

’_’a

:-. pengalaman, Jujur perllaku yang baik, dan dedikasi

‘.Proses pemlhhan anggota Dewan Pengawas dllakukan

—) |
o ‘.kurangm’a mehputl tahapan uji kelayakan dan kepatutan':' .

sehat jasmam dan rohanl, S

:mem111k1 ) keahllan, B mtegrltas, kepemlmpman

v'yang t1ngg1 untuk mema_]ukan dan mengembangkan |
perusahaan, - AR o ’ '
. vmemaham1 penyclenggaraan pemermtahan Daerah

. memaham1 manajemen pcrusahaan yang berkaltan ‘.

‘_ dengan salah satu fungm manajemen .‘ | ’ |
. menyedlakan waktu | yang cukup untuk )
_:melaksanakan tugasnya » ' -
v"bberuazah pahng rendah Stratal (S 1) ‘ o
vberusm pahng tlnggl 60 (enam puluh) tahun pa da:"" o
.-"'lb‘saat mendaftar pertarna kah | S : '
. ‘-’txdak pernah dlnyatakan palht B | ! |
tldak pernah rnenjadl | anggota Dlrek31 DeWan : R
’{ P engawas atau Komlsarls yang dmyatakan bersalah

’\menyebabkan badanv usaha yang dlplmpmnya

. dmyatakan pa111t |
| tldak sedang men_]alam sanksx pldana, dan

. f‘.tldak sedang men_]adl pengurus parta1 pohtlk calon'

.,kepala daerah atau calon Wakll kepala daerah . —

) [_dan/ atau calon anggota leg1slatxf

Pasal 9

melalul selekSI

Seleksx sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sekurang- .

: yang dllakukan oleh tlm atau lembaga profesmnal



(3)

Seleksi sebagalmana chmaksud pada ayat (1) palmg'
Sedlklt melalul tahapan
a. selekm administrasi;

b. u_]l kelayakan dan kepatutan (UKK); dan

- €. wawancara akhlr

(4)

UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b palmg
sedikit melalui tahapan:

a. psukotes

o b. yjian tertuhs keahllan,

c. penulisan makalah strategi pengawasan;

d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan

~ e. wawancara.

(1)

@)

) Pasal 10
Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit
beranggotakan:

a. Perangkat Daerah terkait; dan

b, unsur 1ndepcnden dan/ atau pcrguruan tinggi.

Pamtla Seleksi bertugas:

a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;

b. melakukan penjarlngan bakal calon Anggota Dewan

Pengawas,

" ¢. melakukan seleksi administrasi;

" d. membentuk tim atau fﬁcnunjuk Lembaga Profesional

untuk melakukan UKK;

e menentukan formulasi perulalan UKK

- m

f. menetapkan hasﬂ pemlalan
. menetapkan calon Anggota Dewan Pengawas; dan
.menmdaklanjutx calon Anggota Dewan Pengawas

terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Panma Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 1 1

S ,,»"-‘(1) Penunjukan Lembaga Profesxonal sebagalmana dlmaksud

dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d oleh Panltla Seleksi‘ -
mempertnnbangkan pahng Sedlklt ' o

“a. kemampuan keuangan PUD Aneka Usaha

b ketersedlaan dan kompetens: Lembaga Profesmnal dan | LT

e ketersedlaan Sumber Daya Manu31a

i 5"‘.‘~ "» (2) Proses penunjukan Lembaga Profesmnal sebagaxmana

dlmaksud pada ayat (1) dllaksanakan sesual dengan" _, o

ketentuan peraturan perundang—undangan

Pasal 12

o Dalam melakukan selek31 Panltla Seleksx melakukan':

v‘penjarmgan bakal calon Anggota Dewan Pengawas

. Pasai 13

: _‘_ﬂ(l) Pamtla | Selek51 melakukan selek31 admmlstrasr."[; e

berdasarkan hasﬂ penjarlngan sebagalmana dlmaksud. o o

dalam Pasal 12

(2) Selek51 admmlstra81 scbagalmana dlmaksud pada ayat (1)

dllakukan terhadap pemenuhan : pahng sedlkxt

persyaratan adm1n1stra31 sebagalmana dlmaksud dalam":’_ -

~ Pasal 8 ayat (2) huruf f sampal dengan huruf k. _
o ,“ (3) Panma Selek31 menetapkan Bakal Calon ‘Anggota Dewan o
. Pengawas berdasarkan hasﬂ selekm admlmstrasa

sebagalmarxa dlmaksud pada ayat (2)

Pasal 14

o Parutla Seleksu rnembentuk t1m atau menunjuk Lembaga' '

:Profeswnal untuk melaksanakan UKK berdasarkan has1l’_:’.it. o

selek81 admlnlstra81 sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 13-_}_’

. ayat (3)



(1)

(1)

(2

-

@

- ®)

Pasal 15
T1m atau Lembaga Profesmnal sebagalrnana dimaksud _

daIam Pasal 14 bertugas:

a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan 1nd1kator

penilaian UKK;
b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan

c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

) Tim atau Lembaga Profes1ona1 sebagalmana dlmaksud _

pada ayat (1) dltetapkan dengan Keputusan Bupatl

Pasal 16‘

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam |

Pasal 15 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:

a. pen’galafnan mengelola perusahaan;
b. keahlian;

c. i‘nté’gritas dan etika;

d. kepeihimpinah; -

e. pérriahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan - |

Daerah dan _
f. mem1hk1 kemauan yang kuat dan ded1kasz tmggl

Setlap indikator UKK sebagaxmana dimaksud pada ayat
(1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang. dltetapkan’ _
Panitia Seleksi. -

Bobot Penilaian indikator UKK sébagaimana dimaksud
pad'a' ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf
ditentgkan oleh Panitia Seleksi.

Bobot' - penilaian - _ indikator ‘pcmahama‘n terhadap :
penyéienggaraan ' Pemerintahém Daerah Sebagaiména
dimaksud pada ayat (1) huruf € sebesar 20% (dua puluh
persen). » |

Total ‘bobot penilai‘ar‘l indikatof 'sebagaimana- dimaksud .

pada 'ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).



- (6) K1a51ﬁka51 nilai akhir UKK mehputx
a.di atas 8,5 (delapan koma hma) dlrekomenda31kan
‘sangat dlsarankan, - ‘ » v

b.di atas 7,5 (tu_]uh koma lima) sampai dei’;gan 8,5

~(delapan koma lima) dir_ekomcndasikaﬁ disarankan;
c. 7,0 (tujﬁh koma nol) sampai dengan 7,5 (tﬁjuh koma
~ lima) vdirekomendésikan . disarankan 1  dengah
pengembangan, dan .1: . | | | |
d. d1 bawah 7,0 (tuJuh koma nol) dlrekomenda51kan tidak

“disarankan.

B ~ Pasal17 |
 Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat
mcnjadi Calon Anggbta Dewan Pengawas yaitu Bakal Caloh '
 yang memenuhi klasiﬁkasi penilaian sebagaimana dimaksud
~ dalam Pasal 16 ayat (6). |

S v Pasal 18
" (1) Pelaksanaan seleksi adrni‘nistrasi dan UKK menghasilkan
paling sedikit 3 (tiga) atau palmg banyak S (hma] Calon

- Anggota Dewan Pengawas

~ (2) Apabila dalam pelaksanaan proses ~ seleksi tidak'

- menghasilkan jumlah minimal Calon Anggota Dewan
Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia
Seleksi dengan perSetujuan Bupéti dapét melanjutkanv

' proses scleksi dengan tetap menged_epankari adanya

,kompétisi ‘yang sehat diantara Calon 'Anggota Dewan‘i

Pengawas yang mengikilti Seleksi. |

(3) Pamtla Seleksi menyampalkan nama Calon - Anggota

| Dewan Pengawas sebaganmana dlmaksud pada ayat (1)

kepada Bupati.

o Pasal 19
(1) Bupatl melaksanakan selek31 tahapan wawancara akhir
terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaxmana
- dxmaksud dalam Pasal 18 ayat (3). '



(2) Bupat1 terleblh dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan‘,‘

Pengawas Terpilih. v

(3) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Ahggota Dewan

Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota
Dewan Pengawas. - | |

4) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas,Bupati

- dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas atau

Calbfi Ketua Dewan Pehgawas Terpilih sebagaimana

dxmaksud pada ayat {2) untuk menetapkan Calon anggota

Dewan Pengawas terpilih lamnya

Pasal 20 -
. (1)' Calon Anggota Dewan Pengawas terplhh melakukan
" penandatanganan kontrak ~kinerja sebelum diangkat
sebagai ahggota Dewan Pengawas. |
{2) Selain menandatanganif “kontrak kinerja sebagaimana
SRR dimaksud ‘pada ayat v( 1), Calon Anggota Dewan Pengawas |
' o ' tei‘pilih menandatangani surat pernyataén yang berisi
keSanggupdh ﬁntuk menjaiankan tugas 'déngan baik, dah

bersedia diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 21
R Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas -terpilih -

B d1lakukan dengan Keputusan KPM.

, PaSél 22

v' (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
1(2) Jumlah ahggota Dewan Pengawas palin‘g'banyak sama -
| dengan Jumlah Direksi. . »
. B (3)’ Dalam hal anggota Dewan terdm leblh dan 1 (satu) orang
| anggota, I(satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat

“sebagai Ketua Dewan Pengéwas. |
'(4) Perif_:ntuan :jurhlah__gnggota- Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada a;rat | (-1) dan ayat (2) dilakukan,‘
bérdasarkah asas efisiensi dan efektivitas pengambilan -
keputusan, pengawasan, | danv pembiayaan  bagi

kepehtingan PUD Aneka Usaha.



, , Pasal 23 _
Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan

waktunya dengan pehgangkatan anggota Direksi.

Pasal 24
(1) Anggota Dewan Pengawas dlangkat untuk masa Jabatan
paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan. - |
(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali |
" ‘anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu
melaksanakan tugas dengan baik selama masa
Jabatannya. ” |
(3) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaxmana
dimaksud pada ayat (2) pahng sedikit terhadap:
a. pelaksanaan pengawasan PUD Aneka Usaha; »
b, pemberxan masukan dan saran atas’ pengelolaan PUD
‘Aneka Usaha,
" c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
d. antisipasi dan/ atau ‘minimalisasi terjadinya
kecurangan dan o |
e. pemenuhan target dalam kontrak klnelja
4 Dalam melakukan pemlalan kemampuan  tugas
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan
* dokumen paling sedikit terdiri atas:
o a. rencana bisnis; _ _
b. rencana kerja dan anggaran PUD Aneka Usaha;
S C. laboran keuangan;
d. laporan hasil pengawasan;
e. kontrak kinerja; dan
f. risalah rapat dan kertas kerja
(5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota
Komisaris dlangkat kembali, anggota Dewan Pengawas
_atau anggota Komisaris wajib menandatangam kontrak

kmerja.




(6) Penandatanganan kontrék ' kiﬁcrja ‘sebagaimana
~ dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan .

kembali sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota .
Komisaris. ” '

o v Pasal 25
(1) Dewan Pengawas bertugas v
a. melakukan pengawasan terhadap PUD Aneka Usaha;
dan : |
" b. mengawasi dan membéfi nasihét kepadav Direksi
dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum
| Daerah. , ’
- (2) Dewan Pengawas Wajlb
a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan

b. rnembuat dan memelihara risalah rapat.

~ Pasal 26
Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
‘a. meninggal dunia; -
b. masa jabatannya berakhir; dén/ atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 27 ‘

- (1) Dalam hal Jabata.n anggota Dewan Pengawas berakhtr
' karena masa jabatannya sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 26 huruf ‘b, anggota Dewan Pengawas wajib
i menyémpaikan Iaporan péngaWasan iugas akhir masa |
_ jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir
" masa jabatannya. | | ‘
2) Anggota Dewan Pengawas scbaga1mana dimaksud pada
. ayat (1) Wajlb melaporkan sisa pelaksanaan  tugas |
pengawasan yang belum dilaporkan pahng lambat 1

‘ ‘(satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya. |
(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar
}pertirnvbangan oleh KPM v'untuk ‘memperpanjang atau |

memberhentikan anggota Dewan Pengawas.



@

‘Dewan Pengawas ‘yang bcrakhlr masa Jabatannya :

(5)

Laporan pengurusan tugas akhlr masa jabatan anggota

dllaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu

atau audit tahunan dari kantor akuntan pubhk kepada

KPM.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota

‘Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan PUD
. Aneka Usaha dllaksanakan oleh KPM.

Pasal 28

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir

karena dlberhentlkan sewaktu- waktu  sebagaimana
d1maksud dalam Pasal 26 huruf c, pemberhentian

dlmaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagalmana

’dlmaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan

data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah,

anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan

a tldak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak bmelaksanakan ketentuan.peraturan perundang-

uridangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

<. terlibat dalam tindakan kecurangan  yang

. mengaklbatkan kerugian pada PUD Aneka Usaha,
- negara, dan/atau Daerah; |
d. dinyatakan bersalah dengan putusan ’péngadilan yang
telah rﬁempunyai kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan diri;

tldak lag1 memenuh1 persyaratan sebaga1 anggota
Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan
' perundang-undvangan, dan/atau

g. ‘tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan
keb‘ijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi,
likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PUD Ancka
Usaha.{ - -



Paragraf 4

Direksi

- Pasal 29
(1) Dlrek81 PUD Aneka Usaha diangkat oleh KPM.
(2) Untuk dapat dlangkat sebagal anggota Dlrek31, yang
bersangkutan harus memenuhi syarat ‘ |
a. sehat jasmani dan rohani; v
e b memlhkl keahlian, integrifas, kepemimpinan'
pengalaman jujur, perllaku yang baik, dan dedikasi |
yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan
periisahaan; 'v | |
e memahami péhyelenggafaan pemerintahan Daei‘ah;
d. memaharm manajemen perusahaan,

e. 'memlhkl pengetahuan yang memadai di bldang usaha

perusahaan;
f. benjazah pahng rendah Strata I (S 1);

g. ’pengalaman kerja m1n1mal 5 (lima) tahun d1 bidang
manajerlal perusahaan berbadan hukum;

" h. bcrusia paling rendah 35 { tiga puluh lima') tahun -
dan baling tinggi 55 (lima puluh'lima ) tahun pada
saat mendaftar pertama kali; '

i, tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggoia Dewan
Pengawas,' atau Komisaris yang dinyatalaﬁ bersalah

menyebabkanbadan usaha yang d1p1mp1n dmyatakan
pa111t '

'j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pldana yang rneruglkan keuangan negara atau
vkeuangan daerah; ’

k. tldak sedang men_]alam sanks1 pldana, dan

L tldak sedang menjadi pengurus partal politik, callon'_ '
kepala daerah atau calon wakil kepala daerah,
dan/atau calon anggota leglslatlf

(3) Proses pemlllhan ‘anggota - DerkSl d1Iakukan melalui

seleksl y



(4) Selek51 sebagalmana dxmaksud pada ayat (3) palmg

sedikit mehputl tahapan

a,seleks1 admmlstra31,
b.UKK; dan

c. wawancara akhir.

(5) Panitia seleksi berjumlah ganjll dan beranggotakan

a.
b.

C.

c.

sekretaris daerah;
asisten pembangunan;

unsur Perangkat Daerah  yang menibidangi

N kepanw1sataan
. unsur Perangkat Daerah yang membidangi hukum;

‘dari '

unsur 1ndependen atau lembaga profesxonal

(6) Pamtla selek51 bertugas :

a.
b.

c.

}menentukan jadwal waktu pelaksanaan,

melakukan penjaringan bakal calon anggota Dlreksx,

membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesxonal

.'-,-untuk melakukan UKK;

. menentukan formulasi penilaian UKK;

menétapkan hasil penilaian;

‘menetapkan calon anggota Direksi; dan

. menindaklanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk

diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan

perundang-und_angan ~ dan/atau kebijakan

’ Pcmermtah

(7) Pamtla selek51 d1tetapkan dengan Keputusan Bupan

~ Pasal 30

Dalam rné_lakukén ‘seleksi, panitia seleksi melakukan

~ penjaringan bakal calon anggota Direksi.

Pasal 31

(1) Panitia  Seleksi melakukan seleksi  administrasi

. berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30.



" (2) Seleksi adminiStraéi sebégaimah’é dimaksﬁd pada ayat (1)
dilakukan - oleh ‘unsur independen dan pejabat
Pemerintah Daerah de'n-gan ‘memenuhi paling sedikit
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(2) huruf f sampai dengan huruf 1. .

(3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggotav Direksi
berdasarkan hasil seleksi admlnlstra81 sebagaimana

dlmaksud pada ayat (2) untuk mengxkutl UKK.

Pésai 32

(1) UKK sebagaimana dimaksud délam Pasal 31 ayat (3)
: dilaksanakan oléh: .

a.tim; atauv_

b. lembaga ’profesiohal

(2) T1rn atau Lembaga Profeswnal sebagalmana dlmaksud :

pada ayat (1) bertugas:

a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan mdlkator.'

pemlalan UKK;
b. rnenetapkan hasﬂ penilaian UKK; dan
C. menyampaxkan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

(3) Tim atau-Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati; v

T Pasal 33
(1) Indikator penilaian UKK sébagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi: |
a. pengalaman mengelola perusahaan,
b. keahllan, |
c. integritas dan etika;
- d. }kepeminipinan; :
e. pemahéman atas pehyelenggaraan Pemerintahan
'Daerah; dan ' | | |

f. vmer‘niliki‘ kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.



@

Setiap 1nd1kator UKK sebaga1mana dimaksud pada ayat

(1), d1r1n01 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan

A: | Pamtla Selek31

@)

@

‘Bobot Pemlalan mdlkator UKK sebagalrnana dimaksud

pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f
ditentukan oleh Panitia Seleksi.

Bobot  penilaian- indikator - pemahaman terhadap '
penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh

| - persen).

(5) Total bobot pemlalan 1nd1kator sebagaxmana dlmaksud.‘

(6)

pada ayat (3) dan ayat 4) sebesar 100% (seratus persen)

Klasifikasi mlal akhlr UKK mellputl.

A di'_ atas 8,5 (delapan koma 'Iibma) "direkomendasikanv’

sangat dlsarankan

b d1 atas 7,5 (tujuh koma lima] sampa1 dengan 8,5

(delapan koma lima) d;rekomendasxkan dlsarankan,

¢ 7,0 (tuju‘h‘ koma nol) sampai dengan 7,5-(tujuh koma

lirbnla)b direkomendasikan = disarankan dengan

pengembangan; dan

~ d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak

)

dlsarankan

Pasal 34

Bagi Direk‘:si yang berasal dari Pegawai PUD Aneka

Usaha:

‘a. berstatus cuti  diluar tanggungan perusahaan

yang dltuangkan dalam surat pernyataan Direksi atas

dasar Keputusan Bupati.

b.masa kerja selama cuti diluar tanggungan

~ perusahaan tetap diperhitungkan, sedangkan |

kepangkatannya tidak dlperhltungkan

‘vc. setelah  tidak  menduduki jabatan Dxrek31 "dapat

“menjadi ~ Pegawai kembali dengan ~hak dan

- keWajibanriya dikembalikan sebagai 'Pegawai.



"f'[(2) Bagl DlI‘CkSl .. Yéﬁg"’be‘x‘sta‘tﬁsv'bukah -"'béra:s'a‘ll dan:" |

. ‘Pegawal' Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, e

j_'apabﬂa sudah tldak menduduk1 Jabatan Dlrek31 tldak
rnenjadl tanggungan PUD Aneka Usaha dan dmyatakan

-:keluar

. ’(3) Apab11a terjad1 kekosongan Jabatan Dll‘ekSI pengangkatan v -

DlrekSI baru dalam‘ proses_ penyelesalan, Bupatlf

menunjuk/ mengangkat pejabat sementara pahng Iama 6 o

(enam) bulan '

Pasal 35

: "_f,Scbelum Dlrek81 melaksanakan tugasnya Bupat1 atau'

S pejabat yang dltunjuk melantlk DII‘C‘kSI sesueu ketentuan AN

i peraturan yang berlaku

Bag1an Kedua

Penghasﬂan B

o Pasal 36

;v;' _(1) Dlrek31 karena Jabatannya dlberlkan gajl " pokok |

maksn'nal 2 5 (dua koma hrna) kah gajl pokok tertlnggl"’

pada daftar skala gap 'pokok Pegawax sebagalmana

tercantum dalam Lamplran II Peraturan Bupat1 ini.

(2) Pemberlan gaji pokok DlI‘CkSl sebagalmana dlmaksud,'“*' o

pada ayat (1) dlsesualkan dengan kemampuan PUD_‘ 3
, Aneka Usaha S e T - '
 --‘(3) DlrekSI memperoleh penghasﬂan berupa :
o a -tun;angan Jabatan I :

' u:'.'“‘b‘.;‘tunjangan 1str1/ suaml dan anak “ - -
- o ‘tun]angan pangan L o

d :tunjangan kesehatan, o |

e 'j-f’tun_;angan perumahan dan “

S ’f.:"'_'_tunjangan Iam yang sah

. (4),_Besarnya pemberlan tunjangan Dlrek31 cv‘sebag’aimana o

| dlmaksud pada ayat (3) chsesumkan dengan kemampuan
L PUD Aneka Usaha dan dla_]ukan kepada Dewan Pengawas '

- ‘f'vbuntuk rnendapatkan persetujuan



Lf", (5) DlI‘CkSI memperoleh Jasa PTOdUkSI Séguvai- déngéﬁ' o

ketentuan yang berlaku o

Bag1an Ket1ga : |

| Dana Representanf

Pasal 37

© (1) Direksi menetapkan Dana Representatif yang besarnya

E pallng banyak 75 % (tu_]uh puluh hma per seratus) dari .

- Jumlah gaJ1 pokok DlI‘CkSl selarna 1 (satu ) tahun

” ":Zf::"(2) Penggunaan Dana Representauf dlatur oleh Dlreksf o

secara eﬁ51en dan. efektlf untuk pengembangan

pemsahaan

BAB A
'KEPEGAWAIAN
Baglan Kesatu .
. Umum . B |
| _ T Pasal38 L N
o (1) Pegawal PUD Aneka Usaha | adalah Pegawa1 &ang

o ‘ pengangkatan_ pemberhentlan kedudukan, hak dan K |

o kewajlbannya dltetapkan berdasarkan Perjanjlan Kerja
L yang dlatur sesual ketentuan peraturan perundang— v
v ) undangan dlbldang ketenaga ker_}aan ’ '
o (2) Jems Pegawm PUD Aneka Usaha terdm dar1
Ca Pegawa1 Tetap, dan '

b Pegawa1 Tldak Tetap

(3) Pegawa1 Tetap sebagalmana dlmaksud pada ayat (2):‘

huruf a adalah Pegawau yang changkat dan dltetapkan?
dengan Keputusan Dlrek31 L B '

(4) Pegawal Tidak Tetap sebagaxmana dlmakSUd pada ayat (2) 3

huruf b adalah Pegawal yang dlangkat berdasarkan

Perjanjlan Kerja antara le&kSl dengan Pegawal yang :

" bcrsangkutan dalam _]angka waktu tertentu o



Pasal 39
(1) Pengangkatan chawax ’I‘etap PUD Aneka ~Usaha
| diliakuvkan dengah cara:
a. -'Pengadaan°dan
b.- Pengangkatan langsung. |
(2) Pengangkatan Pegawai PUD Aneka Usaha harus
berdasérkan formasi pegawai yang sudah disetujui KPM.
(3) Pengadaan . Pegawa1 PUD Aneka Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dllakukan secara
terbuka. | |
(4) Pengangkatan langsung scbagaimana dimaksud pada |
- ayat (1) hﬁmf b dilakukan berdasarkan kebutuhan
khusus = dan dilaksanakan secara selektif atas

persetujuan KPM.

Pasal 40
Tahapan dan jenjang karir Pegawai diatur dalam Peraturan -
Direksi.

Bagian Kedua -

Formasi Pegawai

. ‘Pasal 41
(1) Formaéi Pegawai pada PUD Aneka Usaha disusun
| berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan Pegawai
sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan
memperhatikan norma standar, dan prosedur yang
d1tetapkan oleh Direksi. | ,,
' (2) Analisis kebutuhan sebagalmana dimaksud pada ayat (1),
. dilakukan berdasarkan:
a.m jenis pekerjaan;
b. sifat pekerjaan;
c. analisis beban kerja dan perkiraan kapa51tas seorang v
Pegawa1 dalam Jangka waktu tertentu;
d.jenjang dan jumlah Jabatan serta pangkat;

e. analisis jabatan;



f pr1ns1p pelaksanaan pekerjaan, o
g peralatan yang tersedla dan o

" h. kemampuan keuangan

D1reks1 setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas |
(4) Formasx Pegawal sebagalmana dlmaksud pada ayat (3)
dllaporkan oleh Dlrek51 kepada KPM. .

R Anggaran Perusahaan
. BagianKetiga
Pengadaan Pegawal -
Paragraf 1

Pasal 42

(3) Forma31 Pegawax PUD Aneka Usaha d1tetapkan oleh’x;"-

(5) Forma51 Pegawa1 dlmasukkan dalam Rencana Kerja o

po j_.f-Setlap Warga Negara Republlk Indonema ] mempunya1 : o

- _;ﬂ;kesempatan yang sama “untuk melamar menjadx Pegawat

L : g sesual dengan syarat»syarat yang dltentukan

: _ PRI : Pasa143

f. "-“(1) Tahapan Pengadaan Pegawal adalah
o a.j“pengumuman pengadaan

| . pendaftaran, B |
selek81 admmxstram, SR

selek51 kompeten51

1 pengumurnan hasﬂ seleks1 dan o -

:ﬁ 9_4 .;fP-", o f' cf

1 penetapan dan pengangkatan

'(g)lipengadaan Pegawa1 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) |

: ',‘dllaksanakan oleh pamtla pengadaan Pegawa1 yang
- _dlbentuk dengan keputusan DlI’CkSl '
f‘(3')‘ Pamtla Pengadaan Pegawal sebagalrnana dlmaksud pada

“ayat (2) dxbantu oleh Sekretrlat Pamt1a yang dltetapkan,
_.‘oleh D1rek31 - ' |



(4] ‘Panitia pengadaan Pegawal sebagalmana dimaksud pada
ayat (2) persomlnya terdiri dari Perangkat Daerah terkait

- dan pihak lain sesua1 kebutuhan. .

(5) Panitia pengadaan chawal dapat menunjuk pihak ketlga.
dalam rangka pelaksanaan seleksi Pegawai.

- Pasal 44

(1) Direksi mengajukan usul pengadaan pegawal kepada KPM
dengan pertlmbangan Dewan Pengawas

(2) Usul pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Adisertaiv formasi kebutuhan, analisa kebutuhan
dan jadwal pengadaan. _ | .

(3) KPM melakukan pengkajian terhadap usulan Direksi

| dengan ‘pertimba‘uﬁgan Perangkat Daerah yang membidang
Perekonomian dan Kepariwisataan. '

(4) Berdasarkén kajiain sebagéimana ‘dirnaksu‘d- pada ayat (3),
' KPM menyatakan persetujuan atas usulan pengadaan
Pegawa1 dxscrtal rincian forma31 yang dasetujul

(5) Berdasarkan persetu_]uan KPM, Direksi mcnetapkan

’ Jadwal pengadaan dan membentuk T1m Pengadaan
Pegawa1 PUD Aneka Usaha.

Parégraf 2

Pengumuman

Pasal 45 _ ‘
(1) Pamtla Pengadaan mengumumkan pengadaan pegawai -
"PUD Aneka Usaha.
(2) Pengumuman dxlakukan pahng lambat 15 {lima belas)
| har1 sebelum tanggal penerimaan lamaran.
(3) Dalam pengumuman sebagalmana dimaksud pada ayat ,
(1) dicantumkan: B . -
“a. jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
b, persyaratan dan standar kompetens1 yang dibutuhkan;
- ¢. alamat dan tempat lamaran dltujukan, dan

d. batas waktu pengajuan lamaran.



. Paragraf3

'P'ér’syéfatah‘f S

(1) Pelamar Wa_]lb memenuh1 persyaratan umum sebaga1

berlkut

a..warga Negara Indone31a

’bbdan setlnggl t1ngg1nya 35 (txga puluh hma) tahun L

o melakukan suatu t1ndak pldana kejahatan, o
S »f:’permmtaan sendm atau tldak dengan horrnat sebagaxi,v
| hormat sebaga1 Pegawal swasta
o / Pegawal Negerl Slpll
- " o v'ketrampllan yang dlperlukan, ) B
‘g. V,berkclakuan balk ‘ ..
h.‘ sehat j _]asmam dan roham dan

1 syarat lam yang dltentukan dalam persyaratan"

Jabatan

(2) Pamtla pengadaan dapat menetapkan | persyaratan‘ o
khusus’ sepanjang hal tersebut ’ relevan _ dengan.‘ .

persyaratan forma51 yang dlbutuhkan

. Paragraf 4 o “
Selek31 Admlmstratlf

Pasal 47

h Pegawa1 dlbantu oleh Sekretarlat Panltla

| oleh Pan1t1a Pengadaan Pegawa1

b. beru81a serendah rendahnya 18 (delapan belas) tahunf_,v'_f o

C 'tldak pernah dthkum ‘penjara atau kurungan;' o !
= ':berdasarkan keputusan | pengadﬂan yang “su dah“.'v
.v.,jjx»_-_:Amcmpunya1 kekuatan hukum yang tetap, v kar enaff

- d. tldak pernah dlberhentlkan dengan hormat tldak atas' LT
vf-Pegawal Negerl Slpll atau dlberhentlkan tldak denganb a

S év;'Atldak berkedudukan sebagal calon Pegawal Negerl Slpll o

",f}'mempunyal pendldlkan kccakapan, kéaihlién ‘dan

(1) Selek31 admlmstratlf dllakukan oleh Pan1t1a Pengadaan e

(2) Mekanlsme dan tata cara selek81 adm1n31trat1f dltetapkan T -



(3) Berdasarkan _ h‘a’s‘il B 's‘e:lék”si administratif . '-Pai'ii‘tia

: 'Pengadaan menetapkan peserta Selek31 Kompeten31

. f Paragfafs

" Seleksi Kompetensi

Pasal 48

(1) Pamtxa Pengadaan Pegawal m‘ehgumumkar:l." daftar

o Kompetens1

persetu_]uan Dewan Pengawas

o ayat (2) terd1r1 dar1 para profes1or1al mdependen yang}‘

- d1angkat berdasarkan usulan pamtla pengadaan Pegawal o

sebagaxmana dlmaksud pada ayat (2) adalah
a menylapkan bahan ullan, : B ‘ e
b menentukan pedoman pemerlksaan dan pemlalanv i

_]1an

o » c. “menentukan tempat dan Jadwal ujlan |
s d ‘mcnyelenggarakan uyan dan
E é; - memerlksa dan menentukan hasﬂ u_]lan
o _,,;(5) Maten ujlan mehputx : o
a’. test kompetensx bldang, dan

o b pmkotest

Pasal 49 :

;.- »’(1) Berdasarkan hasﬂ pemerlksaan ujlan, Plhak Ketxga/Txm ':

Penyarmgan Pegawa1 menyampaxkan hasﬂ U_|1an kepada

Dlrek81 mclalm Pamtla pengadaan Pegawau

(3) Pamtla pengadaan Pegawal melaporkan hasﬂ Pengadaan
Pegawa1 kepada D1reksx dengan tembusan kepada Dewan :

Pengawas

R peserta yang menglkutl Selek‘si Kompetensi' ‘dan

o mengmmkan surat undangan kcpada peserta Seleksf*‘ S

:-; ;‘,- (2) Selekm Kompetcn51 dapat dl]aksanakan oleh Plhak Ketzga L " |
B atau T1m Penyarmgan yang dltun_]uk oleh Dxrek81 atas’.v'

';*"(3')',T1m penyarlngan Pegawa1 sebagalmana dlmaksud pada

(‘4)'3,Tugas T m'_ i , penyarmgan , Pegawal/ PlhakKetlga‘{.:

(2} Panitia pengadaan Pegawal rnengumumkan Hasﬂ Ujlan - R



Paragraf 6

Péngangkatan Calon Pegawai Hasil Seleksi

| Pasal 50
Pelamar yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud
- dalam pasal 49, wajib melengkapi administrasi sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

» Pasal 51
Direksi mémproses penetapan dan pengangkatan calon

pegawai dengan memberikan Nomor Identitas Pégawai. -

- Pasal 52

(1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan
- telah diberikan Nomor Identitas Pegawal dlangkat sebaga1

calon Pegawal B
(2) Pengangkatan calon Pegawal sebagalmana dlmaksud
. pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Direksi. v
(3)' Pengangkatan - calon Pegawai sebagaima‘ha ‘dimaksud
- pada ayat (2), dilakukan dalam tahun berjalan dan

- penetapannya tidak boleh berlaku surut.

Paragraf 7

'Péﬁgangkatan Calon Pegawai Menjadi Pegawai

Pasal 53

(1) Calon Pegawal yang telah menjalankan masa percobaan
| sekurang—kurangnya 1 (satu) tahun dan pahng lama 2
(dua) tahun diangkat men_lad1 Pegawali oleh Dlrek31 dalam

Jabatan dan pangkat tertentu, apabila: ‘
a. setlap unsur pemlalan prestasi kefja sekurang-

| kurahgnya bernilai baik;

" b. telah memenuhi syarat kesehatan _]asmam dan roham

untuk dlangkat men_]adl Pegawai.



(2)

®

Q)

@

Syarat‘ sebagairﬂana di‘i‘haksud' pada ayat (1) huruf b
dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan
oleh dokter pehguji tersendiri/tim‘ penguji kesehatan
yang ditunjuk oleh Direksi. | '

_Tanggal -mulai berlakunya keputusan pengangkatan’v

menjadi Pegawal tidak boleh berlaku surut.

Pasal 54

Calon Pegawai yang telah menjalankan masa percobaan

lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) tetapi
karena suatu sebab belum diangkat menjadi ‘Pegawai,
dapat dlangkat menjadl Pegawai.

Calon Pegawai sebagalmana dunaksud pada ayat (1)

apabila alasannya bukan karena kesalahan calon

Pegawax yang bersangkutan

Pasal 55

Calanegawai sebagaimana ‘dimaksud dalam Pasal 53 dan

Pasal 54, yang diangkat menjadi Pegawal diberikan pangkat

a.

'Pegawal Dasar Muda bagi yang telah diangkat dalam

golongan ruang A/l

. 'Pegawm Dasar bag1 yang telah diangkat dalam golongan

»ruang A/3;

Pelaksana Muda bagi yang telah dlangkat dalam golongan
ruang B/1;

Pelaksana Muda I bag1 yang telah dlangkat dalam' ‘
golongan ruang B/2; v

Pelaksana bagi yang telah dlangkat dalam golongan
ruang B/ 3 v
Staf Muda bag1 yang telah dlangkat dalam golongan
ruang C/l

Staf Muda 1 bagl yang telah dlangkat dalam golongan}

“ruang C/2.



o tugas dlangkat menjadl Pegawau terhltung mulaz awalk h |

”-l"‘bulan yang bersangkutan dmyatakan menlnggal dunla‘f":» o

H Pasal 56

Calon Pegawau yang memnggal duma saat menjalankann

. saat men_]alankan tugas

@ -
o pengujl kesehatan dmyatakan tidak dapat beker;a Iag1 .

| a.‘ memnggal durua

Calon Pegawa1 yang cacat karena dmas, dan oleh t1m

dalam' semua Jabatan | dlangkat menjadl Pegawai
"'—vf“.tcrhltung mu1a1 tanggal surat keterangan t1m pengujl,' '

o kesehatan yang bersangkutan

Paragraf 8

- - . Pemberhentlan Calon Pegawal

o Pasal 57

Calon Pegawa1 dlberhentlkan apablla

- b mengajukan permohonan berhenu,

" c tldak memenuh1 'syarat kesehatan,

'd.'tldak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan j

o | tugas

e menun_]ukkan 81kap dan bud1 pekertl yang tidak balk “

'yang dapat mengganggu hngkungan pekerjaan, o

”f‘ketentuan sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) huruf a

- f »duatuhl hukuman dlsxphn tmgkat sedang, o
L g dljatuhl hukuman dlslphn berat Cen

L h pada waktu melamar dengan sengaja memberlkan

keterangan atau buktl yang tldak benar atau 3

dlhukurn penjara : atau kurungan berdasarkan:v’_ TR

keputusan - pengadllan yang ‘ sudah mempunyalv
kekuatan hukum tetap | .

Calon chawal dlberhentlkan dengan hormat karena

o sarnpa1 dengan huruf f

‘f-.karena ketentuan sebagalrnana dlmaksud pada ayat (1) o

Calon Pegawa1 dlberhentlkan tldak ‘déhgan; hvb'i'mat:

o : }hurufg sampa1 dengan huruf 1.



»( 4') Pemberhefitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan
Dlreksn berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas '

Paragraf 9

' Anggaran Pengadaan Pegawai

Pasal 58 |
Biaya yang timbul sebagai ‘akibat dari pengadaan Pegawai
dibebankan pada anggaran Perusahaan Urnum Daerah
Aneka Usaha : N |

Bagian Keempat

Pengangkatan Langsung Pegawai

Pésal 39
Pengangkatan Langsung Pegawal dapat dilakukan oleh
Direksi bagi: ; ) . ) »
a. pegawai PUD- Aneka Usaha yang_telah»purna:tugas yang
‘mempunyai keahlian khuéus yang diperlukan; _
b.'profesxonal yang mempunyai keahhan khusus sesuai
kebutuhan formasi Pegawal, atau
c. ': pegawai tidak tetap yang telah berpengalaman dan
‘mempunyai keahlian khusus yang diperlukan PUD Anecka
v.Usaha sesuai formasi, namun telah berusia lebih dari

35 (tiga puluh lima) tahun.

o - Pasal 60 | . ,

(1) Pegawa1 PUD Aneka Usaha dan profesional yéng
“mempunyai  keahlian ~ yang  sangat  diperlukan
‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 hliruf a dan
“huruf b dapat diangkat menjadi Pegawai bulanan untuk }»

paling lama 2 (dua) tahun. v

(2) Pengangkatan Pegawal bulanan sebagalrnana dlmaksud |

| pada. ayat (1) dltetapkan dengan keputusan Direksi

- setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.



g

(2

- (8) Pegawai tidak tétép yang diangkat menjadi pegawai tétap .

sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf ¢ langsung

rnen_]adx pegawai tetap dalarn jabatan sesuai formasi yang
telah ditentukan.

Bagian Kelima

- Pengadaan Pegawai Tidak Tetap

N | Pasal 61
Dalam keadaan tertentu Direksi dapat méngﬁsulkan
pengadaan - Pegawai ' Tidak Tetap kepada Dewan
Pengawas. v

Pengadaan Pegawai Tidak 'Tetap}dilaksavnakanl (satu) kali

~dalam satu tahun berdasarkan persetUJuan Dewan

- Pengawas

@®

Pengadaan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim pengadaan Pegawai

Tidak Tetap yang dibentuk oleh Direksi atas persetujuan .

" Dewan Pengawas dan keanggotaannya terdiri dari

@)

Orgamsam Perangkat Daerah terkait PUD Aneka Usaha

‘dan p1hak-p1hak lain sesuai dengan kebutuhan.

Pegawai Tidak Tetap diangkat oleh Direksi berdasarkan

- persetujuan DewanPengawas untuk masa kontrak paling

lama 1 (satu) tahun.

{8) Pegawai Tidak Tetap dllarang mendudukl Jabatan

(6) Pegawa1 Tidak Tetap chberxkan honorarlum sesuai dengan

- Upah Minimum Kabupaten

(7) Bag1 Pegawal Tidak Tetap yang dlangkat sebelum

berlakunya peraturan Bupati ini, tetap menjalankan

tugasnya hingga berakhlrnya masa kontrak.

(8) Bagi Pegawal Tidak Tetap yang diangkat menjadi calon

pegawax melalui prosedur pengadaan Pegawai, masa kerja

’ sebagal Pegawa1 Tidak Tetap tldak kurang dari 1 (satu)

tahun dan tldak terputus. |



(9) Masa kerja sebagalmana dlmaksud pada ayat (8).

o ! dlperhltungkan 1 /2 (setengah) sebaga1 masa kerja untuk
: banyaknya 10 (sepuluh) tahun

Baglan Keenarn

Kepangkatan

Pasal 62 . _ , o
(1) ngkatan kepangkatan Pegawa1 dlatur dalam golonganf‘ -
o dan ruang yang susunannya sebageu berlkut |

' a.- Pegawa1 Dasar Muda Golongan A Ruang 1 : -

b.;"“}Pegawal Dasar Muda I Golongan A Ruang 2

e Pegawal Dasar : '_ '._':'Golongan A Ruang 3 | '
- d. : Pegawa1 Dasarl EE A?‘Golongan A Ruang 4; . S
:e._'"vPelaksana Muda Golongan B Ruang 1; |

. Pelaksana Muda L Golongan B Ruang 2;
- g | Pelaksana . ‘: o o :':Golongan B Ruang 3; |
: h. Pelaksanal Golongan B Ruang 4; v
i, StafMuda  :Golongan C Ruang1;
: J :‘Staf MudaI | Goblonga‘n C Ruang2 '

k.- Staf - i B ;b '1.:v-'_:f:xGoIongan C Ruang 3;

L vStafI o | d »}j': Golongan C Ruang 4;

m :Staf Madya - Golongan D Ruang 1; |
. Staf Madyal - : ::':': 'v':'Govlongari D Ruang 2

0. ;Staf Madya Utama | ‘:_Golongan D Ruang 3 dan

o :  p : Staf Utarna ‘,: _ Golongan D Ruang 4 '

(2) Golongan ruang sebagalmana dlmaksud pada. ayat (1) |

o penetapan gajl pertama, dengan ketentuan sebanyak«* "

L yang dltetapkan untuk pengangkatan sebagal calon S

e Pegawal adalah

a golongan ruang A/l bagl Yang pada saat melamar”“ o

: Serendah rendahnya mem111k1 daz n-. menggunakan o

1Jazah sekolah dasar atau yang setmgkat

T :b golongan ruang A/ 3 bagi Yang pada saat melamar,““

serendah rendahnya : mem111k1 ~dan menggunakan R

1_;azah sekolah menengah tlngkat pertama atau yang - :

setmgkat S




- golongan ruang B/1 bagi yang pada saat meléfnér

~ serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan

1Jazah sekolah rnenengah tmgkat atas, diploma I atau

o yang setingkat;

. golongan ruang B/2 bag1 yang pada saat melamar

- serendah- rendahnya ‘memiliki dan menggunakan

~ ijazah diploma Il atau yang setingkat;

. golongan ruang B/3 bag1 yang pada saat melamar

‘serendah-rendahnya mem1hk1 dan menggunakan

ijazah sarjana muda, akademi atau diploma III;

golongan :fuangC/l bagi yang pada saat melamar

,‘serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan

jjazah sarjana (S 1) atau dxplorna IV

. golongan ruang c/2 bagl yang pada saat melamar'

sercndah-rendahnya memiliki dan menggunakan

. ijjazah maglster (SQ)

(3) Jjazah sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) adalah ljazah )

yang sah dan dlautcntlﬁkam oleh pejabat yang berwenang

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 63

Hak atés gaji bagi calon Pegawéi mulai berlaku pada tanggal

yang
yang:

bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya

dmyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan

tugas oleh Dlreksx

Bagian Ketujuh

Kenaikan Pangkat

Paragraf 1
Slstem Kenalkan Pangkat

Pasal 64

| Nama ‘dan susunan pangkat serta golongan ruang Pegaweu

dari

‘yang terendah sampai yang tertinggi adalah

sebagaimana tersebut dalam pasal 62 ayat (1).



| Pasal 65 |
Kenaikan pvangkat' dilaksanakan berdasarkan sistém- :
kenaikan pangkat reguiver dan sistem 'kenaikavn pangkat
pilihan.

Paragraf 2

Masa Kenaikan Pangkat

Pasal 66
Kenalkan pangkat chawa1 dltetapkan pada bulan Januam
 dan Juli setlap tahun.

- Pasal 67
Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama dlhltung seJak

,‘ pengangkatan sebaga1 calon Pegawai.

Paragraf 3
Kenalkan ‘Pangkat Reguler

| Pasal 68

| (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawali yérig
- memenuhi syarat-syarat - sesuai dengan ketentuan
3 peraturan kepegawaiari tanpa memperhatikan jabata;ﬁ
| yang dlpegangnya | , |

(2)‘ Peraturan kepegawalan sebagalmana dlmaksud pada

ayat (1) dltetapkan oleh D1reksx ,
(3) Kenaikan pangkat reguler sebagalmana dimaksud pada
‘ayat (1) diberikan Sepanjang tidak melampau1 pangkat

“atasan langsungnya.

| Pasal 69
(1) Kenalkan pangkat reguler sebagalmana dimaksud dalamv
pasal 68 dapat dlbenkan setmgkat lebih tmgg1 apabxla ‘
a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam

- pangkat terakhir;



@

)

b. setiap unsur - penilaian préstasi kerja sekurang-
kuranghya berhilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Bagi Pegawai yang memiliki ijazah sekolah mcncngah
tmgkat atas ke_]uruan dapat dmalkkan pangkatnya
setlngkat lebih  tinggi menjadi pelaksana muda I,
golongan B/?2 apabila: | | '” -
a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam

v"pangkat pelak’sana muda, golongan B/1; dan -
b. setiap unsur pemlalan presta81 kerja sekurang-
kurangnya bernilai balk dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Bagi Pegawa1 yang memiliki ijazah sarjana muda atau
d1ploma III dapat dinaikkan pangkatnya setmgkat lebih
tinggi menjadl pelaksana golongan ruang B/3, apabila:
a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun  dalam
pangkat pélaks'aha muda I, golongan ruang B/ 2; dan i
b. setiap unsur penilaién prestasi sekurang-kurangnya

‘bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 70

Kenaikan pangkat reguler bag1 Pegawa1 dlbenkan sampax

dengan

Coa.

Pelaksana muda, golongan ruang B /1 bag1 yang memiliki
ijazah sekolah dasar, ’ '
Pelaksana muda I, golongan ruang B/2 bagi yang
memiliki gazah sekolah menengah tingkat pertama;

Staf muda, golongan ruang C/1 bagi yang memiliki ijazah
sekolah menengah tingkat atas atau diploma I;

‘Staf muda 1, golongan ruang C /2 bagi yang memiliki
ijazah sarjana muda atau dlploma 111 (D3};

Staf madya, golongan ruang D/1 bagl yang memiliki
1_|azah sar_]ana (S1) atau dlploma 1v; . o
Staf madya I ‘golongan ruang D/2 bag1 yang memlhki
1Jazah magister [82)



(1)

2)

- Paragraf 4
Kenaikan Pangkat Pilihan

‘Pasal 71

Kenalkan pangkat pilihan dlberlkan kepada Pegawal
yang: .
a. Menduduki jabatan struktural tertentu;
b. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa;
c. memperoleh ijazah yang lebih tinggi; _
d. melaksanakan tu'gas" | belajar 'danv sebelumnya

. ménduduki jabatan tertentu; dan
e; ‘menduduki j jabatan Direksi. _
Kenaikan pangkat plhhan sebagaimana dimaksud ayat
(1) h_uruf a, huruf b dan huruf ¢, kriterianya diatur lebih

lanjut dengan keputusan Direksi atas persetujuan Dewan -

- Pengawas.

APasz‘al 72

Pegawai yang mcnduduki jabatan struktural tertentu dan

pangkatnya masih dalam jenjang pangkat terendah yang

ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya

setingkat lebih tinggi, apabila:

oa.

(1)

sekurang~kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat
terakhlr, dan

setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

~ Pasal 73

Pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural tertentu

~ dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat dibawah jenjang

2)

pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu,
dinaikkan pangkatnya setihgkat lebih tinggi. |

Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebagaimana
dimaksud pzida ’ayat: (1) mulai berlaku pada periode

kenaikan pangkat berikutnya setelah pelantikan jabatan.




Pasal 74

-’vf.;‘{'Pegawal yang menun_]ukkan presta81 kerja luar blasa selarna N ”

L 1 (satu) tahun terakhlr dlnalkkan pangkatnya setlngkatv

o Iebxh t1ngg1 tanpa terlkat pada Jenjang pangkat apablla

o a sekurang kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkatb L

- ‘terakhlr dan

b setlap unsur penllalan presta31 kerja bermlax amat balk '

. ’_ ’dalarn 1 (satu) tahun terakhlr

Pasal 75

) (I):Pegawal yang melaksanakan tugas belajar apablla telah, R

o Iulus dan memperoleh

o a. IJazah sekolah menengah tlngkat pertama atau yangi S

o sctmgkat dan ma51h berpangkat Pegawal dasar muda I o

Ui'golongan ruang A/ 2 dapat dlnalkkan pangkatnya
men]adl Pegawal dasar golongan ruang A / 3; |

b IJazah sekolah menengah tlngkat atas, dlploma I atau

o yang setlngkat dan mas1h berpangkat Pegawa1 dasar I

. golongan ruang A/4 dapat dmalkkan pangkatnya Ce

e men_]adl pelaksana muda, golongan ruang B/ 1;

e I_;azah dlploma I dan ma31h berpangkat pelaksanaj--" B

'.j.:muda, golongan ruang B/ 1. dapat dmalkkan
S ’pangkatnya menjadi pelaksana muda L golongan ruang

d. I_]azah sarjana muda, 1Jazah akadem1 atau uazah D III

W»:_-ﬂdan ma31h berpangkat pelaksana rnuda I, golongan

ruang B/ 2 dapat dmalkkan pangkatnya menjadl" -
,‘ "".‘fpelaksana golongan ruang B/ 3; }_ o ’
o e. IJazah sar_}ana (Sl) atau 1Jazah dlploma v dan ma81h‘ |

. berpangkat pelaksana golongan ruang B/ 3 rmmmal 2

;v(dua) tahun, dapat dlnalkkan pangkatnya men_]adl staf T .

- :muda, goIongan ruang C /1;

- f IJazah maglster (s2) dan rna31h berpangkat staf muda' IR

,3'»":.'golongan ruang C/l dapat dmalkkan pangkatnya,’

S menjadl staf muda I, golongan ruang C/ 2



(2) Kenalkan pangkat sebagalmana dimaksudkan pada ayat
), dapat diberikan apabila:
a Diangkat dalam jabatan atau dlben tugas yang
: memerlukan pengetahuan/keahlian  yang sesual‘w
- dengan ijazah yang diperoleh; | '
b. seku_rang-kurangnya; telah 1 (satu) tahun dalam
pangkat terakhir; dan
c.setiap unsur penilaian prestasi kerja sekui'ang-
kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
. (3) Pegawa1 yang melaksanakan tugas belajar tetap diberikan
 hak-haknya sebagai Pegawai. | -
{4) Direksi memberikan - izin tugas belajar dengan
- persetujuan Dewan Pengawas. .
(5) Pegawai yang melaksan:akan tugas belajar dib’iajzai oleh-,
Perusahaan dalam batas waktu tertentu.
(6) Pegawai yang telah selesai me]aksanakan tugas belajar
wajib melaksanakan tugas kembali di Perusahaan Umum
| Daerah’ Aneka Usaha. v ,
(7) Ketentuan tentang persyaratan tugas belajar diatur leblh

o lanJut dengannkeputusan Direksi.

) o Pasal 76 |
Pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya
menduduki Jabatan struktural tertentu, dapat dinaikkan
pangkatnya setmgkat lebih tmgg1 apabila: '

a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat
terakhxr, dan |
b. setiap unsur penilaian prestsi kerja sekurang-kurangnya

bernilai baik dalam 2 {dua) tahun terakhir.

B Pasal 77 ,
Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 76
diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan
dalam' jabatan .v strukturél tertentu . yang terakhir

~ didudukinya.



{1)

2

N _ Pasal 78" :

Pegawal yang melaksanakan izin belajar

a. tidak dapat berlaku ketentuan kenalkan pangkat

 sebagaimana dimaksud dalam ‘pasal 75.

b. biaya izin bela_]ar menjadl tanggung Jawab/ beban_
:'Pegawalv yang bersangkutan dan proses belajar
~dilaksanakan di luar jam kerja. v

c. izin belajar diberikan oleh Direksi dengan persetujuén
Dewan Pengawas. |

Penyesuaian ijazéh 'bagi Pegawai yang telah selesai

melaksanakan izin belajar dapat dilaksanakan apabxla

a. adanya kesesualan antara ijjazah yang dlmlllkl dengan
bldang tugas yang dilaksanakan; o

b.lulus wujian kompetensi yang diéeleﬁggarakan oleh
pengurus atau pihak ketiga. | a

c. mermhk1 jjazah dan pangkat v _

1) 1_]azah sekolah menengah tmgkat pertama atau yang
setingkat dan masih berpangkat Pegawai dasar
‘mud'a‘v I, golbngah ruang' A/2 dapat dinaikkan
pangkatnya menjadi Pegawai dasar, golongan ruang
A3 ,‘ ST v =
2) ijazah sekolah menengah tingkat ‘atas, diploma 1
" atau yang setingkat dan masih berpangkat PegaWéi
dasar I, golongan “ruang A/4 dapat dinaikkan
‘v:pangkatnya menjadl peléksana' muda, golongan
ruang B/l | o
- 3)ijazah diploma II dan masih berpangkat pelaksari-a
muda, golongan ruang B/l dapat dinaikkan
o pangkatnya menjadl pelaksana muda 1, gd]ongan
| ruang B/2; o -
4) ijazah sarjana muda, ijazah akademl atau gazah D,
I dan masih berpangkat pelaksana muda |,
golongan ruang B/2 dapat dinaikkan pangkatnyé'v,

" menjadi pelaksana, golongan ruang B/3;



5) ijazah Sarjaha (S 1) atau ijjazah diploma IV dan masih
~ berpangkat pelaksana I, golongan ruang B/4 dapat
" dinaikkan pangkatnya menjadl staf muda, golongan
ruang C/1; , - .

6) ijazah rnaglster (82) dan masih berpangkat staf

- muda  golongan ruang C/1, dapat dinaikkan

'-‘pangkatnya menjadi‘ staf muda I, golongan ruang

- C/2.

Paragraf S

Kenalkan Pangkat Anumerta

‘ Pasal 79 |

(1) Pegawai yang dinyatakan meninggal dunia saat
" melaksanakan ’tugas : diberikan kenaikan' pangkaﬁ
anumerta setingkat lebih t1ngg1 |
 (2) Kenalkan pangkat anumerta sebagaunana dlmaksud
pada ayat (1), berlaku mulai tanggal Pegawal yang

bersangkutan meninggal dunia saat melaksanakan tugas.

| Pasal 80

‘Calon Pegawai yang menmggal dunia saat melaksanakan
_vtugas diangkat menjadx Pegawai terhltung mulai awal bulan
yang bersangkutan rnenmggal dunia saat melaksanakan
'tugas dan berlaku kctentuan sebagalmana dimaksud dalam
 Pasal 79.

Pasal 81
Keputusan k}enaikariv - pangkat' ‘anumerta sebégaimana
dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal >80, diberikari'selarnbat-
"lambatﬁya 1 (satu) bulan sételah 'Pe'gaWai yang meninggal

dunia saat melaksanakan tugas dimakamkan.



Paragraf 6
Kenaikan Pangkat Pengabdian

Pasal 82 )

(1) Pegawai yang akan diberhentikan déngan hormat d’engan

hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat

ﬁdlberlkan kenaikan pangkat pengabdlan setingkat lebih

tinggi, apabila:

" a. memiliki masa ker_la sebaga1 Pegawa1 selama

1)

30 (tiga puluh) ‘tahun atau lebih secara terus-

. menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu)

_3)

4)

~ bulan dalam pangkat terakhir; -
2)

25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tetapi kurang

'dari 30 (tiga puluh) tahun secaré terus menerus
- dan sekurang—kurangnya telah 1 (satu) tahun

'~ dalam pangkat terakhir;

20 (dua puluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari

- 25 (dua puluh lima) tahun secara terus menerus

dan sekurangvkurangnya telah 2 (dua) tahun dalam

‘pangkat terakhir;

- 10 (sepuluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 20
- (dua puluh) tahun secara terus menerus dan
sekurang—kurangnya telah 4 (empat} tahun dalam

N pangkat terakhir.

b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

dan

c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat bérat'

(2) Kenaikan pangkat pengabdian sebagalmana dimaksud

pada ayat (1), dlberlkan 1 (satu) bulan sebelum Pegawau

yang bersangkutan diberhentikan dengan hak pensiun.

(3) Penetapah kenaikan pangkat ‘pengabdia‘n sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sekaligus dalam

keputusan pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai.



L Pasal 83

'* :,._(1) Pegawa1 yang oleh t1m pengujl kesehatan dmyatakanvv,}}»r R

_ cacat karena dlnas dan tldak dapat bekerja lagi dalam'
o v.semua Jabatan, d1ber1kan kenalkan pangkat pengabdlan

. setmgkat leblh t1ngg1

@ Kenaikan pangkat pengabdlan sebagalmana dlmaksud o |

‘pada ayat (1), berlaku mula1 tanggal 1 (Satu) bulan yang
' ) bersangkutan dmyatakan cacat karena dmas dan tldak o

- dapat bekerja 1ag1 dalam semua Jabatan

Pasal 84 o

W Calon pegawau Yang oleh tim pengull “kesehatan

: dlnyatakan cacat karena dmas dan tldak dapat bekerja’ e

o 1ag1 dalam semua Jabatan dlangkat menjadl pegawa1 dan E
5 berlaku ketentuan ; sebagalrnana _ dlmaksud dalam £
*‘v.?,‘v‘-,Pasa183 RS R Lo
(2)Pcngangkatan rnenJadl Pegawau sebagalrnana dlmaksud-»'
pada ayat (l), _berlaku mulal tanggal 1 (satu) bulan yang‘ o
bersangkutan dmyatakan cacat karena dmas dan tldak‘-‘

dapat bcker_]a lagl dalam Semua Jabatan
| Baglan Kedelapan o
Pengangkatan, Permndahan, dan Pemberhentlan o

Pegawa1 dalam dan darl J abatan Struktural

Paragrafl L

| Pengangkatan

. Pa'sai 85

ﬁi,(l) Pengangkatan Pegawa1 dalam Jabatan ‘stt'uktural

dltetapkan dengan keputusan D1rek31 atas persetujuan' L

DewanPengawas

| ‘(2) Pegawa1 yang dlangkat dalam Jabatan struktural Wajlb o

dllantlk dan mengucapkan sumpah Jabatan d1hadapanf R

Dlrek81




Pasal 86

(1)‘Persyaratan: ‘untuk diangkat dalam jabatan }stn‘xktural'

adalah: v )
a. berstatus Pégawai PUD Aneka -Usahé;
b. memiliki kuahﬁkas1 dan tingkat pendldlkan yang
dxtentukan ‘
1)_}untuk _jenjang jabatan kepala bidang atau yang
'setingkat pendidikan rhinimal sarjana muda
(Diploma I1I); o
2) untuk kualifikasi dan tingkat pendldlkan Jabatan'

kepala bldang diatur lebih lanjut dengan keputusan
Dlrek31

C. diutamakan = memiliki kualifikasi pendldlkan dan

pelatihan j Jenjang karir yang ditentukan:

1) untuk jenjang jabatan kepala seksi atau vvyvang

()

»setmgkat telah mengikuti dan lulus pendldlkan |
~dan pelatihan j jenjang karir tlngkat lanjutan,

2) untuk kualifikasi pendidikan dan pelatlhan jenjang
v-karler diatur lebih lanjut dengan keputusan
Dlrek51

d.semua unsur pemlalan presta31 kerja sekurang-
kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; -
e. memiliki kompeten31 jabatan yang dxperlukan,

f. sehat j jasmani dan rohani;

'g lulus dalam tes jabatan; dan

h. pengangkatan dalam Jabatan struktural dilaksanakan
secara berjenjang dari tingkat bawahnya.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

~pada ayat (1) huruf a, dan huruf h, apabila pegawai PUD

‘Aneka Usaha tidak ada yang memenuhi syarat maka

pengangkatan pejabat struktural dapat berasal dan

~ bukan pegawai PUD Aneka Usaha

e

Pejabat struktural yang berasal dari bukan pegawai PUD
Aneka Usaha, apabila sudah tidak menduduki jabatan
struktural, tidak menjadl tanggungan PUD Aneka Usaha

" dan dinyatakan keluar.



(4) Bag1 Pegawal yang telah mendudukl Jabatan struktural Ll

I:sebelum berlakunya ketentuan 1m, - namun tldak
’} frnemenuhl persyaratan sebagalmana dlmaksud pada ayat
'. 7(1) huruf b Wa_]lb memngkatkan kuahﬁkasx pendldlkan A
i yang disyaratkan dengan tenggang waktu maksunal 4 '
L ': (empat) tahun seJak dlberlakukannya peraturan Buan
ini. o ‘ '

' Pasal 87

VDlsampmg persyaratan sebagaumana dlmaksud dalam Pasal »

86 D1reks1 memperhatlkan faktor usia, pendldxkan dan .

L i pengalaman yang d1m1hk1

" Pasal 88

’.:-',-Pegawal yang menduduk1 _]abatan struktural tldak dapat,

_ : ‘mendU.dukI Jabatan rangkap dengan Jabatan struktural Yang o

'Paragr;‘:lf 2 o

»‘zfvpcmiridahah]{;f R

Pasal 89

:(1) Status kepegawalan seorang Pegawa1 hanya melekat pada‘:i: ) R

1 (satu) PUD Aneka Usaha DR

(2) Seorang Pegawal ‘dapat d1angkat sebaga1 D1rek51 pada o

' PUD Aneka Usaha dlberlkan cut1 d1 luar tanggungan”

o perusahaan

| ‘(3)'3 Pegawaa yang dlangkat sebagau Dlrek31 pada PUD Aneka"»v;'.; ol

. Usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupat1 ini,

“,,{‘.bb'sepanjang status kepegawmannya masﬁl melekat padav"f :

:'>“'.”’Pegawa1 yang bersangkutan, maka berlaku ketentuan} ,’

o sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)




Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 90
Pegawal dlberhentlkan dari jabatan struktural karena:
a. mengundurkan diri dar1 Jabatan yang didudukinya;
b. rnencapa1 batas usia pensxun |
c. diberhentikan sebagai Pegawal,
d diangkat dalam jabatan struktural lain;

tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan,

-0

adanya reorgamsa&, atau
g. tidak memenuhl persyaratan kesehatan jasmani dan :
| roham dan | _' »

h. melakukan pelanggaran yang mengakibatkan dikenai
‘ hukuman disiplin berat. .

Pasal 91
Ketentuan pemlalan mengenai pengangkatan, pemindahan
dan pemberhentlan dalam Jabatan struktural diatur lebih
lanjut dengan keputusan Direksi berdasarkan persetujuan

Dewan Pengawas.

Paragraf 4
Tunjangan Jabatan

} ~ Pasal 92
(1) Pegawal yang diangkaf délam ? jabatém' 's'truktu‘ral,
diberikan tunjangan jabatan struktural. | |
| (2) Tunjangan jabatan . struktural sebagalmana dimaksud |
| pada ayat (1), diberikan sejak pelantikan. -
(3) Tunjangan jabatan struktural dltetapkan dengan
keputusan Direksi‘ berdasarkan persctu]uan Dewan

Pengawas.



' Bagian Kese:nibilah‘

Penghasilan Pegawai

~ Paragraf 1

Umum -

‘Pasal 93
(1} Penghasilan Pegawal terdm dan
a. ga_]l pokok;
tunjangan istri/suami;
tunjarigan ‘anak; |

‘tunjangan kesehatan;

.OP-S".U'

»tunJangan jabatan; dan ‘

f. jasa Produksi. v

*(2) Pemberian - penghasilan  diatur ‘sesuai kefnampuah
keuangan PUD Aneka Usaha dan dialokasikan dalam

-~ Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PUD Aneka Usaha.

N Parégraf 2.
~ Gaji Pokok

' Pasal 94
(1) Kepada PegaWéi_yang diangkat dalam pangkat menurut
 ketentuan pasal 62 ayat ('1)’ dibérivkan'gaji pbkok menurut
goldngan ruang gaji pada skala ga-j'i yang ditentukan
| untuk pangkat tersebut. ' ' ,
(2) Gaji Pokok sebagalmana dimaksud pada ayat (1)’ |
dltetapkan oleh Direksi dengan mempertlmbangkan
a. upah Minimum Kabupaten
b. klncrja perusahaan pada tahun anggaran sebelumnya;
c. pangkat/ golongan serta beban kerja dan tanggung
Jawab dan
o d. kernampuan keuangan PUD Aneka Usaha.
(3) Calon Pegawali mendapat gaji sebesar 80% (delapan puluh

per seratus) dari gaji pokok




Pasal 95 _

(1) Kepada Pegawai yang memiliki nilai rata-rata _baik-dalar’n

(2)

daftar penilaian kerja, selama 2 ( dua ) tahun, diberikan

kenaikan gaj'i‘ berkala yang besarnya ditetapkan dengan

Keputusan Dn‘ekm

Apabila yang bersangkutan belum memenuh1 persyaratan

' sebagalman‘a dimaksud pada ayat (1), maka kenaikan gaji

(1)

berkala ditunda sclambat-lambatnya 2 (dua) tahun.

Paii'agraf 3

‘Tunjangan Suami/Istri dan 'I‘unjénganAnak -

Pasal 96

Pegawai yang beristri/bersuami diberi tunjangan istri/

‘suami paling banyétk 10% (sepuluh per seratus) dari gaji

‘pokok dengan ketentuan apabila istri/suami dari Pegawai )

~ berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai pada

perusahaan  lain, maka tunjangan  istri/suami

~dibebankan kepada salah satu diantara istri/ suami.

@

Tunjangan anak diberikan kepada Pegawai yang

' mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh

satu) tahun dan ‘belum mempunyai penghasilan ‘sendiri

serta tidak kawm atau belum pernah kawin sebesar

: ;.maksunal 5% (hma per seratus] dari gaji pokok untuk

tiap - anak sampai dengan 2 (dua) orang anak tiap

~ pegawai.

(3)

'I‘unjangan anak sebagalrnana dlmaksud pada ayat (2)

- dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima)

tahun apabila anak tersebut masih bersekolah yang

dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah yang

| bersangkutan.

Paragraf 4

Tunjangan Kesehatan

Pasal 97

{1) T\théngan kesehatan diberikan bagi Pegawai beserta

" keluarganya yang menjadi tanggungan.




e ‘:};‘(2) ’I‘unjangan kesehatan sebagalmana dlmaksud pada ayat"

(1) d1maksud mehputl pengobatan dan atau perawatan di

’  _ rurnah saklt khmk dan lam—lam yang pelaksanaannya :

dltetapkan dengan keputusan Dlrek51 ‘

Paragraf 5 _
Tunjangan Jabatan Struktural o

: o o Pasal 98 o
( 1) Pegawau yang menduduk1 Jabatan struktural dlberlkan
: tunJangan Jabatan struktural | o ‘ -
o (2) Tunjangan Jabatan Struktural sebagalmana d1maksud “

pada ayat (1) d1tetapkan dalam Peraturan Perusahaan
. .Paragraf ,6,7

S J_ésa. Pro'diik'éiv L

Pasal 99 -

| Setlap akhlr tahun buku kepada Pegawal dlberlkan jasa

I produk31 dari - hasﬂ pembaglan laba tahun ber_]alan yang

. pelaksanaannya dltetapkan . oleh v Dlrek51 ~setelah - o

o mendapafkan ) persetujuan ‘Dewan  Pengawas sesuai

B ketentuan yang berlaku

Baglan Kesepuluh

Hak Kewa_]lban Larangan dan Sank31 S

o Paragrafl
Hak Pegawau

RE e v PasallOO

1: (1) Setlap pegawal berhak R o |
a. mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang samav
_ ,b memperoleh pelatlhan kerJa ' ’ .

: c mendapatkan perhndungan atas

1 keselamatan dan kesehatanker_;a EEEE



2 modal dan kesusxlaan, .

3 perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat R

‘manusia serta nllal-mlal agama; _

d mendapatkan pengupahan dan kesejahteraan yang
layak;dan

e. m_embentuk dan menjadi anggota serikat pekerja

(2) Hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

| dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan dan diatur pelaksanaannya dalam Peraturan

Perusahaan dan/ atau Perjanjian Kerja.

Paragraf 2

Kewajiban Pegélwai

Pasal 101
(1) Setiap pegawai wajib : ‘
a. mendukung dan membela serta mengamalkan 1d1010g1
A Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Désar NégaraA Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentmgan PUD Ancka Usaha diatas
kcpentlngan lamnya '
c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan ,'
rhenjauhi segaia larahgén; o v
d. memegang teguh raha31a perusahaan dan rahasia -
: Jabatan, dan
e. mengangkat sul“npah' PegaWai dan sumbah jabatan _
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
v undangan »
(2) Kewajlban pegawai sebagaxmana dimaksud pada ayat (1) -
- diatur dalam Peraturan Perusahaan dan/atau Perjanjian

Kerja.



AR »_1(1) Pegawal dllarang

- Péragréf 3. -

' Lﬁrangan PegaWai e
pésal_ 102 e

a. meiakukan keglatan-keglatan yang merug1kan PUD
B ‘v ‘Aneka Usaha dan Negara S v |

B b. menggunakan kedudukannya untuk memberlkan' o
B keuntungan untuk d1r1 sendlrl secara langsung atau'ff

a ,f‘tldak langsung yang meruglkan PUD Aneka Usaha

B ',"'c'."'.”melakukan hal- hal yang mencemarkan nama balk

o PUD Aneka Usaha dan / atau Negara.

d. vmemberlkan keterangan tertuhs atau llsan mengenalv" do e

rahasm PUD Aneka Usaha kepada plhak lam yang" .
| ~t1dak terkalt R :

'{(2) Larangan bagl Pegawal sebagalmana dlmaksud pada ayat IR

(1) dlcantumkan dalam Peraturan Perusahaan dlsertal o

dengan sanks1 bag1 Pegawau yang melanggar o

l3) ’I‘ata cara pengenaan sank31 bagl Pegawal sebagalmanai" |

‘ dImaksud pada ayat (2) dlatur dengan Keputusan DlI'CkSl -

Paragraf 4

Sank31

Pasal 103

y ’-.:(1) Pegawal PUD Aneka Usaha dapat dlkenakan hukuman . o

dlSlplln Jlka melakukan pelanggaran » sebagalmana‘v',i

dlmaksud pacla Pasal 101 dan Pasal 102

] (2) Jems hukuman d1s1plm yang dlkenakan kepada Pegawal' o

PUD Aneka Usaha sebagal berlkut

a teguran lisan; -

-:.teguran tertuhs, N '
»”penundaan kenalkan ga_}l berkala, :

.‘,:vpenundaan kena1kan Pangkat N

@o- o c‘

v'penurunan pangkat o



f pembebasan _;abatan, -

g pemberhentlan sementara »

h pemberhentlan dengan hormat dan
pemberhentlan dengan tidak hormat

(3) Pelaksanaan penJatuhan : hukuman sebagalmanai .

d1maksud pada ayat (2) d1tetapkan dengan KeputuSan o

- Dlrek51

Pasal 104

B ',‘_:'»;_JPegawa1 PUD Aneka Usaha chberhentlkan sementara apablla L

d1sangka telah melakukan. tlndakan yang meruglkan';:.x".,:  "-. 

o perusahaan atau kejahatan / tmdak pldana

Pasal 105

"“":;’(1) Pegawal yang dlberhentlkan sementara sebagalmana’ :

dlmaksud pada Pasal 104 mulax bulan berlkutnya ST

dlberlkan 50 % (hma pquh persen) darx ga_]z ‘- R

B .(2) Pemberhentlan sementara pahng lama 6 (enam) bulan

Pasal 106

o v‘(l] Apablla ha811 penyehdlkan/pernerlksaan Pegawau Yang‘_* e

dlberhentlkan sementara tldak terbuktl bersalah Pegawa1 R

yang bersangkutan harus dlpeker_]akan kernbah dan‘ ‘

berhak menerlma penghasﬂannya yang belum dxterlma L

. (2) Dalam hal ada kepastlan seorang Pegawal telah terbuktxll |

bersalah  melakukan  tindakan yang merugkan

perusahaan atau kegahatan/ tmdak pldana, Dxrek31 dapat o

memberhentlkan dengan tldak hormat
S Bagiéin -Ke‘S‘ébvel‘él'S _

Pasal 107

(1) Pegawal memperoleh hak cut1 yang mehputl o

a cut1 tahunan dlberlkan selarna 12 (duabclas) hari



cut1 ‘besar dlberlkan Selama 2 (dua) bulan kepada |
Pegawa1 yang. telah bekerja rmmmal 10 (sepuluh)’: e
v- .tahun secara tcrus menerus, ' .

. ’.»vcutl saklt

cut1 karena alasan pentlng, dan L |

. ;cutl dlluar tanggungan perusahaan dlberlkan kepada‘ ST
E Pegawa1 yang dlangkat menjad1 Direksi.

: ‘(2) Tata cara pengajuan dan pemberlan cutl dlatur dalam R 'v

Peraturan Perusahaan

‘ :..a.-

<,_:r‘f@ ”"0 40; 0 ‘cf]

Pa\lsal 108

._: ’Bagl Pegawal yang tldak mengambll cutl tahunan dan belum B
o gugur berhak atas uang penggantl cut1 yang besarnyav_vf '

o dltetapkan oleh Dn‘ek31

: BavgiahﬂKed\vi»a béle@s"

- Pemberhentian Pegawai

Pasal 109

- ’(1) Pegawal PUD Aneka Usaha dlberhentlkan dengan alasan:’ B

perubahan struktur organlsam

. "perubahan status perusahaan

perampmgan dan eﬁswnsx sumber daya manus1a,

. memnggal duma

: mengundurkan d1r1 _
1 mencapa1 ‘batas usia pensmn |
melakukan kesalahan berat _ _
'selama 6 (enam) bulan berturut turut tldak melakukan R
B : pekerjaannya karena sedang dalam proses pldana

txdak masuk ker_;a sesual peraturan perusahaan tanpa .

. 'keterangan tertuhs, dan

(2) Pemberhentlan Pegawal dltetapkan dengan Keputusan:':‘l: e

il'melakukan pelanggaran

Dlrek31

(3) Mekanlsrne dan tata cara pemberhentlan dlatur dalam

Peraturan Pcrusahaan -



Pasal 110
(1) Pegawai yang dlberhenukan dengan hormat mendapat
pesangon  sesuai ketentuan peraturan perundang- |
undangan yang berlaku, - ' '
(2) Bagi Pegawa1 yang diberhentikan karena
a. gugur dalam tugas atau
b. mencapai batas us;a pgnsxun
dapat diberikan wuang penghargaan yang besarnya

ditetapkan oleh Direksi.

~ BABV
AKTIVA TETAP
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 111
(1) Aktiva Tetap PUD Aneka Usaha terdiri dari:
a. tanah;‘ '
bangurian;
mesin;
. irivehtéris;

kendaraan; dan

>0 a0 T

‘perlengkapan atau alat lainnya yang dlgunakan untuk
kegiatan operasional.
(2)}Ak‘t1va Tetap PUD Aneka Usaha diperoléh dari:
a. hibah atau donasi; |
b. penyertaan modal Pemermtah Daerah
c. pembchan /pengadaan;
d. tukar menukar; dan
‘e. aktiva yang dibuat sendiri. |
(3) Pencatatan Aktiva Tetap dilakukan sesuai dengan cara
- perolehan dan kondisi pada saat Aktiva Tetap tersebut
didapatkari oleh PUD Aneka Usaha. | | |



Baglan Kedua -
Pengadaan Aktlva Tetap

- Pasalm A

(1) Rencana Pengadaan Aktwa tetap harus dxcantumkan
dalam Rencana Ker_]a Anggaran Perusahaan (RKAP)

(2) Pelaksanaan pengadaan aktlva tetap sebagalmana
dlmaksud pada ayat (1) d1lakukan sebaga1 berlkut

. :v' a. Pengadaan | aktlva tetap - sampai - dengan

-~ 200. 000 oooa_ (dUa | ratug ju'ta ruplah)‘ i’

. v':,*‘dllaksanakan olch Dlrek31 dengan persetujuan Dewan
o v.vPengawas : ' ’

o ?~‘b','.’Pengadaan aktlva tetap dxatas RP 200. 000 000 -v(dua -

o ’“'ratus Juta rupzah) dllaksanakan oleh D1rek31 atas]_'___ v

s persetuluan Bupat1

(3) Pengadaan aktwa tetap dalam bentuk tanah dan atau o s

bangunan dapat dengan cara _]ual beh, tukar menukar o

dan atau pelepasan hak yang pelaksanaannya sesuai :

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangr-’_f' B

berlaku

‘ (4) Aktlva tetap dlcatat dalam Daftar Inventarls Aset dan

dllaporkan dalam Laporan ’I‘ahunan I v »
' '.,'(5) Pencatatan dan pelaporan aktlva tetap dan 1nventarxs__’

dllakukan sesual dengan Standar Akuntan31 Aset

(6) Pengajuan persetujuan pengadaan aktlva tetap dan

mventarls sebagalmana dlmaksud ayat '_(2) dengan -
dllamplrl | L E T ) o
= »' a. _rencana kerja anggaran perusahaan, neraca laporani
5 : blaba rugl ' o ’

o b . daftar aktwa tetap dan 1nventarls yang sudah d1rn1hk1 -

c. perhltungan aktwa tetap dan mventans sebelum dan

o g'sesudah pengadaan dan |
‘ R d.'v _vdata pendukung lalnnya yang dlperlukan » -
(7) Dlrekm Wajlb menyusun standar operasmnal prosedur»

tentang pengadaan aktwa tetap dan 1nver1tarls



(1)

@
@
@

(5)

(6

G

Bagian Ketlga
Penghapusan Akt1va Tctap

Pasal 113
Direksi dapat melakukan penghapusan aktiva  tetap
berupa gedung dan barang inventaris bergerak yang telah
berumur minimal 10 (sepuluh) tahun dan atau kondisi
fisik/teknis maksimal 25 % (dua puluh lima persen )
dengan persetUjuanBupati melalui Dewan Pengéwas’._

Direksi menetapkan panitia penghapusan yang - terdiri

“dari unsur PUD Aneka Usaha dan Perangkat Daerah

'terkaiﬁ untuk méneliti aktiva tetap dan inventaris yang

akan dihapus.

Dalam hal penghapusan aktlva tetap dan 1nventarls yang
31fatnya khusus sepem kendaraan bermotor berita acara
pamtla penghapusan dllengkapl dengan berita acara hasﬂ
penelitian fisik dari Perangkat Daerah terkait.

Aktlva tetap yang telah dlhapus d:selesalkan melalui :

a. penjualan,

b.tukar menukar; | | f L.
c.hibah; atau

d.pemLiSnahan.» v

Pelaksanaan 'pe‘nj-ualvan,v tukar menukar, hibah dan
pemusnahan ’sebagaimana' ~dimaksud pada ayat} (4)
d11akukan sesuai ketentuan yang berlaku. |
Penghapusan aktiva tetap ‘dan inventaris dltetapkan
dengan keputusan Direksi. .

Direksi melaporkan pelaksanaan penghapusan aktiva

tetap dan inventaris kepa‘da Bupati.

(8) Hasilﬁbpe‘njualan aktivatetap disetorkan ke kas PUD Aneka

Usaha dan dicatat sebagai pendapatah' perusahaan.



BAB VI
JASA PRODUKSI

"~ Pasal 114

(1) Jasa Produk31 dlbenkan kepada Dewan Pengawas,

Direksi dan Pegawai PUD Anecka Usahav yang

' pembagiannya diatur dehgan keputusan Direksi atas

@

"(1)

(2)

dasar jabatan dan kinerja berdasarkan indeks sebagai

‘berikut : » . v . :

a. bireksi ) = 85 (delapa_n puluh liﬁia)
b. Dewan Pengawas = 60 (enam puluh) |

c. Staf Ahli/Kabid/SPI . = 55 (lima puluh llma)

d. Kepala sub bidang = 50 (lima puluh) |

e. Staf | ' - 45 (empat puluh lima)
f. Calon Pegawai 1 ‘ = 40 (empat puluh) |

g. Pegawal Tidak Tetap 20 (dua puluh)

Bagi Pegawa1 karena sesuatu hal tidak melaksanakan
tugas secara terus menerus sampa1 dengan akhlr tahun
pemberxan _]asa produk81 diatur Ieblh lanjut dengan

Keputusan Direksi.

~ BABVI
BANTUAN HUKUM

o ' Pasal 115

Dalam hal terjadi permasalahan berkaltan denganv
operasmnal PUD Aneka Usaha yang mengaklbatkan
terjadlnya aklbat/permasalahan hukum maka Dewan
Pengawas, Direksi dan pegawai berhak mendapatkan
bantuan dan perlindungan‘hukum dari perusahaan atau
lembaga bantuan hukum Yahg ditunjuk oleh PUD Aneka
Usaha. - |

Ketentuan sebagalmana diatur pada ayat (1) dlsesualkan

dengan kemampuan perusahaan



(3) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dikecualikan

bagi Déwan Pengawas, Direksi dan pegawai yang di
~ indikasikan melakukan tindakan yang merugikén PUD
~ Aneka Usaha. | | -

BAB VIl
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

| Pasal 116
(1) Pembmaan terhadap PUD Aneka Usaha dllakukan oleh
Bupati. o ’ o '
(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada
}ayat (1) dilaksanakan oIeh
H a. Baglan Perekonorman Setda,
b. Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan
~ teknis Kepariwisataan. ’ | _
(3) Pembinaan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan
| peningkétén kinerja peruséhaan. | |
(4) Pembiayaan pembinaan sebagaiména dimaksud ayat (2)
' ,»dlbebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah

Pasél'117
(1) Pengawasan operasional keglatan dllaksanakan oleh
Dewan Pengawas. .

(2) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat
Daerah. : -
(3) Dewan PéngaWas melaporkan ' hasil pelaksanaan

tugasnya kepada Bupati ‘selaku KPM paling sedikit 1
(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. -
(4) InspekturA>melapo'rkan hasil pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.



o  BABIX RN
| PERTANGGUNGJAWABAN B

| Pasal 118

- (1) Pelaksanaan keglatan dan operaswnal PUD Aneka Usaha L

harus dlpertanggung Jawabkan oleh DlI’CkSl kepada KPM

(2) Pertanggung _]awaban keglatan dllakukan dengan v'

B menyusun Laporan Pelaksanaan Rencana Ker_;a Anggaran' o

Perusahaan yang dlsampalkan kepada KPM melalul' s

N ,Dewan Pengawas pahng lambat tanggal akhxr bulan’ .

o 'J anuan tahun anggaran berlkutnya

5"‘-::,’(3) Pcrtanggung Jawaban operasmnal dllakukan dengan o

o rnenyusun Laporan bulanan trlwulan, semester dan,
tahunan sesua1 standar pengelolaan perusahaan '

E ;_(4) Laporan Keuangan perusahaan Wa_]lb dlaudlt oleh?:;t?i

R akuntan lndependen

, ._" (5) Hasﬂ audlt dlsarnpalkan kepada KPM melalu1 Dewan

Pengawas
BAB X : v
KETENTUAN PERALIHAN
: Pasal 119 | |
: ;v Pada saat Peraturan Bupat1 in mula1 berlaku rnaka )

: Peraturan Bupat1 Karanganyar Nomor 9 Tahun 2016 tentang.

. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupatenf:

Karanganyar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perusahaanv |

Umum Daerah Aneka Usaha (Benta Daerah Kabupaten‘ 1:

- Karanganyar Tahun 2016 Nornor 9) chcabut dan dmyatakan”

S tidak berlaku

Pasal 120

Pada saat Peraturan Bupatl 1n1 mulal berlaku maka
_a status pegawal pada PUD - Aneka Usaha | Wa_]lb |

menyesualkan ketentuan dalam Peraturan Bupatx 1n1 .



. pejabat stri,ikturai yang menduduki jabatan dalém |

struktur organisasi Sebelumnya diberhentikan dan_
selanJutnya dxlakukan proses penglslan melalui seleksi
sesuai dengan struktur orgamsaSI yang baru paling
lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini
dlundangkan

pemberhentian sebagaxmana dlmaksud pada huruf b

dilakukan oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya

. Peraturan  Perusahaan dan Keputusan  Direksi

pelaksanaan Peraturan Bupati ini wajib disusun paling |

- lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini

dlundangkan dan

Seluruh Peraturan Perusahaan dan/atau Keputusan’

- Direksi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan |

Bi.lpati ini dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI
- KETENTUAN PENUTUP '

Pasal 12 1

Peraturan Bupat1 ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahul, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupatl ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

“Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Desember 2019
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.
- JULIYATMONO
Diundangkan di Karanganyar o Sqllﬂ;}l‘sesual dengan aslinya
pada tanggal 30 Desember 2019 /(,, £ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,
SEKRETARIS DAERAH .a |
tottd G o T
o N1P~—197 0311 199903 1 009
, SUTARNO ,.
N

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019

MOR 117



P LAMPIRANI | | ,
'PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
- NOMOR 117 TAHUN 2019
~ TENTANG A |
FPEDOMAN OPERASIONAL PERUSAHAAN_
R '-UMUM DAERAH ANEKA USAHA |

B BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH SRS

ANEKA USAHA KABUPATEN KARANGANYAR o

 KPM

. Dewan. -
. Pengawas

- Direksi - .

S R R B SatuanPengawas
o bkeeeee—c—<-=| Intern(SP}}

 KepalaBidang | |  Kepala Bidang RN SR ‘Kepala Bidang
. Umumdan - | = | Keuangandan | |  Operasional
- Kepegawaian - | .| . Perencanaan | ' : ' C

 BUPATIKARANGANYAR,

© JULIYATMONO




"f,,LAMPIRAN n ROt |
;PERA’I‘URAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR ‘117 TAHUN 2019 S
.:,._‘".::":TENTANG S L
,*‘,-,PEDOMAN OPERASIONAL PERUSAHAAN“
UMUM DAERAH ANEKA USAHA

" DAFTAR SKALA GAJI POKOK PEGAWAI R
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKAUSAHA -

GOLONGAN A . Sl M GOLONGANC - A B GOLONGAN D |

M . GOLONGANE = = .. M
. I ! ! In - IV : 1 B ! 4 nr .. v . B I m v ) S | R Il v

o 312.000
i .
2 . 334.400
3 368.800 378.800 388.800
4 356,800 . T E——
5 - 396.000 410.800 425,600 0 440,400
6 379.200 - . -]t 469.200
7. . - 423.200 442.800 462.400 2 B B
8 401,600 . . . .- 3. 509.200 $16.000 526.800 541.200
9 ; 450,400 466.800 496.000 | 4 o - - < - ; B - - - ; - ;
10 424.000 . L. o L. 5 $49.200 560.000 $75.600 . 594.800 o 600.800 616.000 . 631.200 . 646,400 0 - 674.400 705.500 737.200 . 792.000
11 T . -] 477.600 | . 506.800 $36.000 | 6 - - S " T - . - N 11 y T
12 . 446,400 B - . - - 7 $89.200 . 604.000 624.400 648,400 2 658.800 575.200 693.600 712.000 2 . 744.800 780.000 . B26.400 848.800
13 504.800 | 538.800 $72.800 | 8 . . - - I 3 o o B N B 3 ) S . B T
14 468.800 - . . . « 9 - 529,200 - 648.000 673.200 702.000 4. 712.800 734.400 756.000 777.600 4 815.200 854.400 892,000 929.600
15 coo- $32.000 £70.800 609.600 | 10 L . L. . - 3 . X . s . - ..
i6 491.200 - . - - . 11 669.20G 692.000 722.000 755.600 6 768.800 777600 | - 818.400 - 843,200 6 ... 888.600 928.800 - 969.600 3.010.400
17 X - $59.200 602.800 646.400 12 - - - 7 - . . - 7 . . o . ..
18 513.600 - - 13 709.200 736.000 770.800 809.200 2 - 820.800 852,800 .- 880.800 908.800 8 956.000 1.003.200 1.047.200 1.091.200
19 - co - 586.400 634.800 683.200 i4 . . - . . L4 .. - b . - . . .
20 . $36.000 . .. 15 . 749.200 780.000 819.600 862.800 10 880.800 912.000 943.200 974,400 10 . 1.026.400 1.077.600 1.124.800 1.172.000
21 613.600 666.800 720.000 16 .. . - ., * 1 - . . . - - . 11 - - .
22 - 858.400 . B L. . - 17 - 789,200 . 8§24.000 B68.400 916.400 12 906.800 971.200 . 1.005.600 1.040.000 12 1.096.800 1.152.000 - 1.226.400 1.252.800
23 . . 640.800 698.800 756.800 18 - co. . 13 . - . - - - . . 13 . . . S . . .
24 $80.800 . . - . 19 829.200 . 868.000 . 917.200 970.000 14 - 932.800 1.030.400 1,068,000 - 1.105.600 14 I1.167.200 1.226.400 1.280.000 1.333.600
25 668.000 730,800 785.600 | 20 . s T 15




26 603,200 . - . 21 869.200 912.000 966.000 1.023.600 16 1.048.800 1.089.600 - 1,130,400 1.171.200 16 1.237.600 1.303.200 1.357.600 1.414.400
27 . 695.200 762.600 830.400 22 - . . . 17 - - - - 17 . i P o
. 23 909.200 956.000 1.014.800 1.077.200 18 1.104.800 1.148.800 1.192.800 1.236.800 is 1.308.000 1.375.200 1.435.200 1.495.200

24 . - - -1 ¥ . . T - -] 19 - . - -

25 949.200 1.000.000 1.063.600 1.130.800 20 1.160.800 1.206.000 1.253.200 1.302.400 20 1.378.400 1.449.600 1.512.800 1.576.000

26 - - . - 21 - - - - 21 e - - .

27 989.200 1.044.000 1.116,400 1.184.900 22 . 1.216.800 1.264.800 1.317.600 4,368.000 22 1.448.800 1.524.000 1.690.400 1.656.800

28 . - - | 23 - . = [ 33 - N " " —

29 1.029.200 1.088.000 1.161.200 1.238.000 24 1.273.800 1.326.400 1.380.000 1.433.600 24 1.517.600 1.596.400 1.668.000 1.737.600

30 - " - - - | 28 3 . - T 2s - - n < s

EXS 1.069.200 1.133.000 1.210.000 1.291.600 26 1.328.800 1.383.600 - 1.443.400 1.498.400 26 1.589.600 1.672.800 1.743.600 1.818.400

32 . - - - | 27 . B . > | 27 A N - .

33 1.109.200 1.176.000 1.258.800 1.463.200 28 1.384.800 1.444.800 1.504.800 1.564.800 28 1.660.000 1.747.200 1.823.200 1.899.200

29 . B - - | 29 . - - - -

30 . 1.440.800 1.504.000 . 1.564.800 1.630.400 a0 1.7230.400 1.821.600 1.903.200 1.980.000

31 - - - N B - - .

32 1.496.800 1.563,200 1.628.000 1.696.000 a2 1.800.000 1.896.000 1.978.400 2.060.000

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO




